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ABSTRAK

PENGARUH SOSTALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS
PELAYANAN DENGAN KEPERCAYAAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI TERHADAP LOYALITAS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

Oleh
ALVINDRA

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas
pelayanan terhadap loyalitas wajib pajak dengan kepercayaan publik sebagai
variabel mediasi pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Tanggamus.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan loyalitas wajib pajak
sebagai fondasi keberlanjutan fiskal daerah, terutama pada daerah yang masih
menghadapi keterbatasan kapasitas Pendapatan Asli Daerah dan membutuhkan
penguatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling—Partial Least
Squares (SEM-PLS). Data diperoleh melalui survei terhadap wajib pajak daerah
dan dianalisis menggunakan SmartPLS melalui pengujian model pengukuran,
model struktural, serta uji bootstrapping untuk menguji signifikansi hubungan
antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas wajib pajak (B = 0,649; p < 0,001) dan terhadap
kepercayaan publik (B = 0,646; p < 0,001). Kepercayaan publik juga berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas wajib pajak (B = 0,246; p = 0,006). Sementara itu,
sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik (f = 0,210; p
= 0,043), tetapi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap loyalitas
wajib pajak (B = 0,070; p = 0,191). Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi
pajak lebih efektif dalam meningkatkan loyalitas wajib pajak apabila bekerja
melalui penguatan kepercayaan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada
perumusan Model INDRA, yaitu model sosialisasi pajak daerah berbasis
kepercayaan publik yang terdiri dari lima unsur utama: Informasi, Nilai Manfaat,
Data Terbuka, Respons Aduan, dan Akuntabilitas. Model ini menempatkan
sosialisasi pajak bukan sekadar sebagai kegiatan penyampaian informasi
administratif, tetapi sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan
masyarakat melalui keterbukaan manfaat pajak, peningkatan kualitas pelayanan,
mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah.
Penelitian in1 menegaskan bahwa peningkatan loyalitas wajib pajak memerlukan
strategi terpadu yang menghubungkan pelayanan pajak, transparansi pemanfaatan
pajak, dan kepercayaan publik guna mendukung tata kelola fiskal daerah yang lebih
efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Publik, Loyalitas
Wajib Pajak, Sem-Pls, Pajak Daerah.



ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION AND SERVICE QUALITY ON
TAXPAYER LOYALTY WITH PUBLIC TRUST AS A MEDIATING
VARIABLE: EVIDENCE FROM TANGGAMUS REGENCY, LAMPUNG
PROVINCE

By
ALVINDRA

This study aims to analyze the effect of tax socialization and service quality on
taxpayer loyalty, with public trust as a mediating variable in local tax
administration in Tanggamus Regency. The study is grounded in the argument that
regional fiscal sustainability is not determined solely by regulations and tax
collection administration, but also by the quality of the relationship between local
government and citizens. In a region whose fiscal capacity still needs strengthening,
taxpayer loyalty becomes an important foundation for optimizing local revenue.
This study applies a quantitative approach using Structural Equation Modeling—
Partial Least Squares (SEM-PLS). Data were collected through a survey of local
taxpayers and analyzed using SmartPLS through measurement model testing,
structural model testing, and bootstrapping. The results show that service quality
has a significant effect on taxpayer loyalty (f = 0.649; p < 0.001) and public trust
(f = 0.646; p < 0.001). Public trust also has a significant effect on taxpayer loyalty
(f = 0.246; p = 0.006). Tax socialization significantly affects public trust (f =
0.210; p = 0.043), but does not have a significant direct effect on taxpayer loyalty
(= 0.070; p = 0.191). These findings indicate that tax socialization is more
effective in shaping loyalty when it works through strengthening public trust. The
novelty of this study is the formulation of the INDRA Model, a local tax socialization
model based on Information, Value of Benefits, Open Data, Complaint Response,
and Accountability. This model positions tax socialization as a relational
instrument for building trust, transparency, and sustainable taxpayer loyalty.

Keywords: Taxpayer Payment Loyalty;, Public Trust; Service Quality; Tax
Socialization; Mediation.
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1.1

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam lanskap pembangunan kontemporer, penguatan kapasitas fiskal
pemerintah subnasional semakin dipandang sebagai prasyarat penting bagi
keberlanjutan pembangunan daerah (Kiziltan & Yereli, 2023; Martinez
Vazquez dkk., 2024; Ojiako & Raphael, 2025). Upaya meningkatkan
kemandirian fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran kewenangan
yang dilimpahkan, tetapi juga dengan kemampuan institusi lokal dalam
memobilisasi pendapatan, mengelola belanja secara efektif, serta membangun
legitimasi publik yang memadai (Abuselidze, 2021a; Buriachenko dkk.,
2022; Onofrei dkk., 2022). Dalam banyak negara berkembang, keberhasilan
pembangunan daerah semakin ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah
dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang bersifat endogen (Bartolini

dkk., 2019; Ervina dkk., 2025).

Dalam konteks tersebut, pajak daerah menempati posisi strategis karena
berfungsi tidak hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga
sebagai indikator kedalaman relasi fiskal antara pemerintah dan masyarakat
(Abuselidze, 2021b; Pamuji dkk., 2023). Kemampuan memungut pajak
secara efektif merefleksikan lebih dari sekadar kekuatan administratif, ia juga
mencerminkan tingkat kepatuhan sukarela, kualitas pelayanan publik, serta
persepsi masyarakat terhadap kredibilitas institusi pemerintah (Rashid dkk.,
2021a; Svetlozarova Nikolova, 2023). Oleh karena itu, performa perpajakan
daerah perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kapasitas institusional
dan perilaku wajib pajak, bukan semata sebagai konsekuensi desain regulatif

(Appiah dkk., 2025; Beeri dkk., 2022).



Dalam kerangka yang lebih luas, kualitas tata kelola perpajakan berperan
sebagai penghubung penting antara desentralisasi fiskal dan kinerja
pembangunan regional (Onofrei dkk., 2022). Daerah dengan konsolidasi
fiskal yang sehat, transparansi pengelolaan keuangan, dan kapasitas
administrasi yang kuat cenderung menunjukkan performa pembangunan yang
lebih stabil (Idrus, 2024a; Lawal dkk., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa
efektivitas desentralisasi tidak semata ditentukan oleh besaran kewenangan
fiskal, melainkan oleh kualitas implementasi di tingkat lokal. Ketika
perspektif ini ditarik ke kawasan Asia Tenggara, kompleksitas hubungan
antara kapasitas fiskal dan pembangunan menjadi semakin nyata (Idrus,
2024b; Minh Ha dkk., 2022). Kawasan ini menunjukkan variasi yang lebar
dalam rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), yang
mencerminkan perbedaan kapasitas mobilisasi pendapatan negara.

Tax revenues as a share of GDP

Direct and indirect taxes as well as social contributions included.
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Data source: UNU-WIDER Government Revenue Dataset (2023) OurWorldinData.org/taxation | CC BY

Gambar 1.1 Pendapatan Pajak di ASEAN
Sumber: ourworldindata.org, 2024

Berdasarkan dataset UNU-WIDER yang dikompilasi oleh Our World in
Data, negara-negara Asia Tenggara memperlihatkan spektrum kapasitas
pajak yang beragam sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Negara
dengan administrasi fiskal yang relatif matang, seperti Thailand dan Vietnam,

cenderung mempertahankan rasio penerimaan pajak yang lebih stabil.



Malaysia dan Filipina berada pada posisi menengah dengan fluktuasi
moderat. Sementara itu, Indonesia secara konsisten berada pada kelompok
dengan rasio pajak terhadap PDB yang relatif lebih rendah dibandingkan
sejumlah negara tetangga di kawasan (Our World in Data, 2024). Pola
tersebut mengandung implikasi struktural yang penting. Rasio pajak terhadap
PDB tidak hanya merepresentasikan kemampuan teknis pemungutan, tetapi
juga mencerminkan kedalaman basis pajak, efektivitas administrasi, tingkat
kepatuhan sukarela, serta kualitas relasi fiskal antara negara dan warga
(Braccioli dkk., 2024; Hussain dkk., 2016). Dalam konteks negara
berkembang, rasio pajak yang relatif rendah sering berkorelasi dengan
dominasi sektor informal, keterbatasan kapasitas administrasi, serta tingkat
kepercayaan publik yang belum sepenuhnya kuat (Di John, 2011; Lengaram
dkk., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bekerja dalam konfigurasi
yang kompleks dan sensitif terhadap struktur ekonomi wilayah (Olayele &
So0, 2020). Di Asia Tenggara, ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah dan
tingginya informalitas ekonomi menyebabkan efektivitas desentralisasi fiskal
sangat bergantung pada kualitas institusi lokal (Laeni dkk., 2021). Pada saat
yang sama, ketimpangan kapasitas fiskal juga berpotensi melemahkan
insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pemungutan, terutama
ketika ketergantungan terhadap transfer pusat masih dominan (Kiziltan &
Yereli, 2023). Situasi ini menegaskan bahwa perluasan basis pajak lokal

masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural.

Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal, efisiensi administrasi dan
digitalisasi perpajakan semakin dipandang sebagai prasyarat modernisasi
sistem pajak (Pasichnyi dkk., 2025). Di kawasan Asia Tenggara, percepatan
digitalisasi administrasi pajak memang menunjukkan tren positif, namun
tingkat kematangannya masih belum seragam (Chongvilaivan & Chooi,
2021). Negara dengan infrastruktur digital yang lebih mapan cenderung
mengalami perbaikan kepatuhan yang lebih stabil dibandingkan negara yang

masih menghadapi fragmentasi sistem administrasi (Ananda, 2025).



Di luar faktor struktural dan administratif, dimensi perilaku wajib pajak juga
memainkan peran penting. Temuan empiris menunjukkan bahwa kepatuhan
pajak daerah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh faktor
administratif seperti sosialisasi perpajakan dan sistem pelaporan digital
(Ervina dkk., 2025). Penempatan Lampung dalam klaster kepatuhan rendah
mengindikasikan bahwa persoalan kepatuhan tidak semata bersifat struktural,
tetapi juga berkaitan dengan kualitas interaksi antara otoritas pajak dan wajib
pajak. Pada level mikro, efektivitas sistem self-assessment sangat bergantung
pada tingkat kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah (Kholis &
Maisyarah, 2021). Ketika kepercayaan publik kuat, kepatuhan cenderung
berkembang secara sukarela dan berkelanjutan; sebaliknya, rendahnya

kepercayaan meningkatkan biaya penegakan dan menurunkan stabilitas

penerimaan (Alshira’h, 2024; Torgler dkk., 2010).

Dalam kerangka tersebut, sosialisasi perpajakan merepresentasikan kapasitas
komunikasi kebijakan pemerintah daerah dalam membangun literasi fiskal
masyarakat (da Cruz Vareiro dkk., 2024; Karatzimas, 2020). Kualitas
pelayanan perpajakan mencerminkan performa institusi yang secara langsung
dialami wajib pajak dalam interaksi sehari-hari (Dewi & Inayati, 2024).
Kepercayaan publik kemudian berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang
menghubungkan intervensi kebijakan dengan perilaku kepatuhan (Rashid
dkk., 2021b). Loyalitas wajib pajak menjadi indikator akhir yang menandai

kematangan relasi fiskal antara negara dan warga (Kirui dkk., 2024).

Dalam konteks Indonesia, konfigurasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pajak
masih menjadi tulang punggung utama pendapatan publik (Adilla dkk.,

2025a), untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran pajak



dalam struktur pendapatan negara akan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel

1.berikut:

Tabel 1.1 Strukur Pendapatan Nasional 2020-2024

Komponen 2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan Nasional 1.647,7 | 2.003.1 | 26264 | 27743 | 2.850,6
(Triliun Rupiah)
Penerimaan Pajak 128510 | 1.546,50 | 2.034.50 | 2.155.40 | 2.231,80
(Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025
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Grafik 1.1 Struktur Pajak dalam Pendapatan Nasional
Sumber: Kementerian Keuangan diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Pada 2021, penerimaan perpajakan mencapai Rp1,546.5 triliun dari total
pendapatan negara Rp2,003.1 triliun (Kementerian Keuangan, 2022). Pola
yang sama berlanjut pada 2022 dengan penerimaan perpajakan Rp2,034.5
triliun dari pendapatan negara Rp2,626.4 triliun, kemudian pada 2023 sebesar
Rp2,155.4 triliun dari Rp2,774.3 triliun, dan pada 2024 sebesar Rp2,231.84
triliun dari Rp2,850.61 triliun (Kementerian Keuangan, 2023, 2025; Media
Keuangan, 2024). Komposisi ini secara konsisten menempatkan kontribusi

perpajakan pada kisaran lebih dari tiga perempat total pendapatan negara.
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Grafik 1.2 Persentase Kontribusi Pajak terhadap APBN

Sumber: Kementerian Keuangan diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Struktur tersebut menegaskan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat
bergantung pada kinerja penerimaan perpajakan (Adilla dkk., 2025b;
Umamah dkk., 2024). Ketika porsi pajak mendominasi pendapatan negara,
setiap dinamika dalam kepatuhan, efektivitas administrasi, maupun kualitas
interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak akan berimplikasi langsung
pada ruang fiskal pemerintah (Brautigam dkk., 2008; Nessipbay dkk., 2024).
Dengan kata lain, isu perpajakan tidak dapat dipahami semata sebagai
persoalan teknis pemungutan, melainkan sebagai fondasi keberlanjutan
pembiayaan pembangunan nasional (Ricciuti dkk., 2019; Swank, 2016).
Gambaran pada tingkat nasional tersebut menemukan relevansinya pada level
daerah, di mana kemampuan fiskal pemerintah daerah juga sangat ditentukan
oleh kekuatan sumber pendapatan yang bersifat endogen. Di Provinsi
Lampung, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih
menunjukkan dominasi transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih terbatas.



Tabel 1.2 Struktur Pendapatan Provinsi Lampung 2020-2025

Komponen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Realisasi
Pendapatan
(Miliar
Rupiah)

Rp28.391 | Rp28.949 | Rp28.405 | Rp36.563 | Rp22.155 | Rp28.515

Realisasi
PAD Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(Miliar 4.904,17 5.552,58 6.026,94 8.014,74 4.752,36 6.701,76

Rupiah)

Realisasi
Retribusi
Daerah Rp 107,96 | Rp 102,03 Rp 80,78 Rp 105,25 | Rp 694,52
(Miliar
Rupiah)

Rp
1.172,92

Realisasi
Pajak Daerah Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(Miliar 3.294,01 3.696,77 4.280,26 5.878,15 3.232,69 4.674,30

Rupiah)

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung masih
didominasi oleh pajak daerah sebagai komponen utama. Meskipun sempat
mengalami peningkatan hingga 2023, kinerja PAD menunjukkan fluktuasi
pada periode berikutnya, yang mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal
daerah belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan
kinerja perpajakan daerah tetap menjadi agenda strategis dalam memperluas

ruang fiskal daerah.

Tabel 1.3 Komponen Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung 2020-2024
KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan Rp 2.842,29 | Rp 3.249,67 | Rp 3.678,30 | Rp 3.766,19 | Rp 4.047,41
Asli Daerah
(Miliar
Rupiah)
Pajak Daerah Rp 2.386,35 | Rp2.721,14 | Rp 3.126,14 | Rp 3.232,82 | Rp 3.301,06
Pajak Rp 786,23 Rp 880,36 Rp 929,50 Rp 1.028,55 | Rp 1.059,74
Kendaraan
Bermotor
(Miliar Rupiah)
Bea Balik Rp 440,91 Rp 613,52 Rp 695,05 Rp 660,93 Rp 709,22
Nama
Kendaraan
Bermotor
(Miliar Rupiah)
Pajak Bahan Rp 536,63 Rp 626,93 Rp 807,31 Rp 877,49 Rp 848,55
Bakar
Kendaraan
Bermotor
(Miliar Rupiah)
Pajak Air Rp 5,09 Rp 5,55 Rp 7,12 Rp 9,48 Rp 8,92
Permukaan
(Miliar Rupiah)
Pajak Rokok Rp 617,49 Rp 594,78 Rp 687,16 Rp 656,37 Rp 674,62
(Miliar Rupiah)




KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 2024
Pajak Alat - - - - -
Berat (Miliar
Rupiah)
Retribusi Rp 17,08 Rp 14,66 Rp 6,60 Rp 7,07 Rp 486,19
Daerah
Retribusi Jasa - - - - -
Umum (Miliar
Rupiah)
Retribusi Jasa Rp 10,25 Rp 5,06 Rp 5,98 Rp 6,61 Rp 17,91
Usaha (Miliar
Rupiah)
Retribusi Rp 0,66 Rp 0,41 Rp 0,23 Rp 0,14 Rp 0,06
Perizinan
Tertentu (Miliar
Rupiah)

Hasil Rp 29,87 Rp 33,34 Rp 45,57 Rp 51,11 Rp 193,52
Pengelolaan
Kekayaan
Yang
Dipisahkan
Lain-Lain Pad Rp 408,99 Rp 480,53 Rp 499,99 Rp 475,20 Rp 66,64
Yang Sah

Sumber: Satu Data Provinsi Lampung, diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Struktur pendapatan pajak Provinsi Lampung memperlihatkan konfigurasi
yang relatif terkonsentrasi pada jenis pajak berbasis kendaraan. Berdasarkan
data dari Satu Data Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa sepanjang
periode 2020-2024, komponen Pajak Daerah secara konsisten menjadi tulang
punggung Pendapatan Asli Daerah, dengan nilai yang bergerak dari Rp
2.386,35 miliar pada 2020 menjadi Rp 3.301,06 miliar pada 2024 (Lampung
Satu Data, 2025). Kenaikan ini menandakan adanya kapasitas mobilisasi
pendapatan yang terus berkembang, meskipun pola pertumbuhannya tidak

sepenuhnya linear.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) muncul sebagai kontributor terbesar dalam
struktur pajak daerah. Realisasi PKB meningkat stabil dari Rp 786,23 miliar
pada 2020 menjadi Rp 1.059,74 miliar pada 2024. Pola serupa juga terlihat
pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang bergerak dari Rp
440,91 miliar menjadi Rp 709,22 miliar pada periode yang sama. Dominasi
dua komponen ini menegaskan bahwa basis fiskal Lampung masih sangat
bertumpu pada aktivitas kepemilikan dan mutasi kendaraan bermotor.
Sementara itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga
menunjukkan kontribusi signifikan dengan tren meningkat dari Rp 536,63

miliar pada 2020 menjadi Rp 848,55 miliar pada 2024, meskipun sempat



mengalami fluktuasi pada tahun terakhir. Berbeda dengan tiga komponen
utama tersebut, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok memberikan

kontribusi yang relatif lebih kecil dan cenderung stabil.

Pajak Rokok bahkan menunjukkan pergerakan yang moderat di kisaran Rp
594-687 miliar sepanjang periode pengamatan. Di sisi lain, komponen
retribusi daerah masih berada pada level yang jauh lebih rendah dibandingkan
pajak daerah. Nilai retribusi sempat menurun hingga Rp 6,60 miliar pada
2022 sebelum meningkat tajam menjadi Rp 486,19 miliar pada 2024.
Lonjakan ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan atau perbaikan
administrasi pemungutan, meskipun secara struktural kontribusinya terhadap
total PAD masih terbatas. Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan juga menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada
2024 yang mencapai Rp 193,52 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan periode
sebelumnya yang berada di bawah Rp 60 miliar. Namun demikian, secara
proporsional, sumber ini tetap belum mampu menyaingi dominasi pajak

daerah dalam menopang PAD.

Keseluruhan pola ini menegaskan bahwa struktur fiskal Provinsi Lampung
masih bersifat tax-driven dengan konsentrasi tinggi pada pajak berbasis
kendaraan (Dharma, 2025). Konfigurasi ini memiliki dua implikasi sekaligus:
di satu sisi memberikan basis penerimaan yang relatif terukur karena objek
pajaknya jelas dan bersifat administratif (Irsan, 2022), sementara di sisi lain
ketergantungan yang tinggi pada sektor kendaraan membuat stabilitas
pendapatan daerah menjadi sangat sensitif terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak, dinamika ekonomi rumah tangga, serta kualitas pelayanan perpajakan

daerah (Nurochman dkk., 2025).

Mengikuti pola struktur fiskal di tingkat provinsi, dinamika yang serupa juga
terlihat ketika pengamatan dipersempit pada level kabupaten. Struktur
pendapatan Provinsi Lampung yang masih bertumpu pada pajak berbasis
objek administratif memberikan indikasi awal bahwa kapasitas fiskal daerah

sangat dipengaruhi oleh kinerja pemungutan pada level pemerintah
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kabupaten/kota. Kabupaten Tanggamus menjadi kasus yang relevan untuk
ditelaah lebih lanjut karena memperlihatkan konfigurasi pendapatan yang

lebih operasional pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus

No | Tahun Target Realisasi (%) Realisasi (%)
1 2020 Rp 76.828.494.694,47 Rp 58.458.801.613,02 76%
2 2021 Rp 95.786.639.301,16 Rp 73.669.504.286,52 77%
3. 2022 Rp 70.451.728.508,62 Rp 42.743.063.686,18 61%
4 2023 Rp 76.816.272.082,14 Rp 53.464.125.369,17 70%
5. 2024 Rp 64.670.449.975,51 Rp 59.904.237.812,31 93%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tanggamus, diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Mengacu pada data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus,
komposisi pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa
meskipun target pendapatan daerah relatif terjaga dalam beberapa tahun
terakhir, realisasi pendapatan memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam,
terutama sejak periode pascapandemi. Pada tahun 2020-2021, realisasi
pendapatan daerah masih berada pada kisaran yang relatif mendekati target,
namun memasuki tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan sebelum

kemudian menunjukkan tanda pemulihan terbatas pada tahun berikutnya.

Jika ditelusuri lebih dalam pada komponen PAD, terlihat bahwa kontribusi
pajak daerah di Kabupaten Tanggamus juga mengalami volatilitas yang
cukup nyata. Target pajak daerah sempat meningkat hingga tahun 2021, tetapi
kemudian terkoreksi cukup tajam pada tahun 2022 dan belum sepenuhnya
pulih pada periode setelahnya. Realisasi pajak daerah memperlihatkan pola
yang lebih menurun dibandingkan target, yang menandakan adanya gap
implementasi antara perencanaan fiskal dan performa pemungutan aktual.
Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa tantangan utama tidak semata
terletak pada penetapan target, tetapi pada efektivitas eksekusi kebijakan
perpajakan daerah.
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Fluktuasi Pajak Daerah Kab. Tanggamus Tahun 2020 - 2024
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Rp60,00
Rp50,00 Rp50,44

Rp39,46
Rp40,00 Rp35,67
Rp23,84 Rp26,78
Rp30,00 R Rp23,00
Rp20,00 Rp24,18
Rp10,00
Rp-

1 2 3 4 5

I Target e=@==Realisasi

Grafik 1.3 Fluktuasi Pajak Daerah Kabupaten Tanggamus 2020-2024
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah kembali oleh Peneliti 2024

Grafik 1.3 fluktuasi pajak daerah Kabupaten Tanggamus menegaskan
kecenderungan tersebut. Setelah sempat berada pada level yang lebih tinggi
pada periode awal, realisasi pajak menunjukkan tren penurunan yang cukup
tajam sebelum mengalami perbaikan terbatas. Sementara itu, target pajak
daerah sendiri mengalami penyesuaian yang cukup drastis, yang dapat dibaca
sebagai respons fiskal daerah terhadap tekanan kapasitas pemungutan. Pola
ini mengindikasikan adanya proses penyesuaian fiskal yang masih

berlangsung dan belum sepenuhnya mencapai titik keseimbangan.

Pendalaman pada struktur pajak Kabupaten Tanggamus memperlihatkan
konfigurasi yang semakin spesifik mengenai sumber-sumber utama
penerimaan daerah. Secara agregat, total target pajak daerah menunjukkan
dinamika yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2020-2024, dengan

realisasi yang secara konsisten berada di bawah target sebagaimana tertuang
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Tabel 1.5 Target Pendapatan Sektor Pajak Kab. Tanggamus (Juta Rupiah)
Jenis Pajak 2020 2021 2022 2023 2024
Pajak Hotel Rp 400,00 | Rp 340,00 Rp 162,54 Rp 162,54 Rp 220,21
Pajak Rp Rp2.221,00 | Rp2.388,19 | Rp 1.191,14 | Rp 2.180,96
Restoran 2.000,00
Pajak Hiburan | Rp 50,00 Rp 25,00 Rp 11,23 Rp 8,42 Rp 7,12
Pajak Rp 720,00 | Rp 592,00 Rp 400,16 Rp 592,00 Rp 458,14
Reklame
Pajak Rp Rp Rp Rp Rp
Penerangan 14.287,56 | 25.309,24 15.026,68 14.745,03 14.588,29
Jalan
Pajak Mineral | Rp Rp 1.230,00 | Rp 457,75 Rp 216,73 Rp 533,85
Bukan Logam | 1.300,00
Pajak Air Rp Rp 3.980,00 | Rp 3.716,55 | Rp 687,41 Rp 871,27
Tanah 3.800,00
Pajak PPB-P2 | Rp Rp 3.350,10 | Rp4.532,32 | Rp 4.583,82 | Rp 4.041,53
2.135,41

Pajak BPHTB | Rp Rp Rp Rp 1.806,78 | Rp 1.686,72
9.475,07 11.842,50 10.924,50

Pajak Parkir Rp Rp 1.547,19 | Rp 1.825,00 | Rp 147,91 Rp 277,17
1.500,00

Total Rp Rp Rp Rp Rp
35.668,05 | 50.437,03 39.462,91 23.842,49 26.783,63

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tanggamus, diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Tabel 1.6 Realisasi Pendapatan Sektor Pajak Kab. Tanggamus (Juta Rupiah)

Jenis Pajak 2020 2021 2022 2023 2024
Pajak Hotel Rp 100,82 | Rp 115,15 Rp 1.856,92 | Rp 195,70 Rp 230,83
Pajak Restoran Rp Rp 1.718,83 | Rp 1.804,34 | Rp 1.264,84 | Rp 1.358,29

2.212,83
Pajak Hiburan Rp 6,78 Rp 5,30 Rp 5,69 Rp 9,51 Rp 4,95
Pajak Reklame | Rp 175,24 | Rp 314,99 Rp 355,23 Rp 314,99 Rp 195,69
Pajak Rp Rp Rp Rp Rp
Penerangan 10.906,44 | 13.370,61 13.893,61 14.929,68 12.815,14
Jalan
Pajak Mineral Rp 403,15 | Rp 316,71 Rp 464,22 Rp 241,49 Rp 19,30
Bukan Logam
Pajak Air Tanah Il{li47 o Rp 991,04 Rp 704,98 Rp 668,04 Rp 574,84
Pajak PPB-P2 111255 5 Rp 2.789,54 | Rp 3.823,36 | Rp 3.204,45 | Rp 2.458,81
Pajak BPHTB 15{1173 “ Rp 1.769,60 | Rp 1.447,83 | Rp 2.742,04 | Rp 706,69
Pajak Parkir Rp 130,61 | Rp 137,40 Rp 208,61 Rp 200,25 Rp 143,14
Total Rp Rp Rp Rp Rp
22.111,99 | 19.171,17 23.000,74 23.746,07 24.181,19

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tanggamus, diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Pertama, dari sisi target, komposisi pajak daerah Kabupaten Tanggamus

menunjukkan dinamika yang cukup agresif dalam perencanaan fiskal. Target
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pajak meningkat signifikan pada 2021 dibanding 2020, kemudian mengalami
penyesuaian pada 2022 dan kembali dikoreksi pada 2023-2024. Lonjakan
target pada periode awal menunjukkan adanya optimisme fiskal atau
dorongan peningkatan kapasitas pendapatan, terutama pada komponen Pajak
Penerangan Jalan, BPHTB, dan PBB-P2 yang menjadi tulang punggung
struktur pajak daerah.

Kedua, dari sisi realisasi, kinerja pemungutan pajak daerah memperlihatkan
gap yang konsisten antara target dan capaian aktual. Pada 2021 misalnya,
target meningkat tajam, tetapi realisasi justru menurun dibanding 2020.
Tahun 2022 sempat menunjukkan perbaikan, namun memasuki 2023 dan
2024 realisasi kembali mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Secara
komposisi, Pajak Penerangan Jalan tetap menjadi kontributor terbesar dan
relatif stabil, sementara BPHTB, Pajak Restoran, dan PBB-P2 menunjukkan
volatilitas yang cukup tinggi. Beberapa jenis pajak seperti Pajak Hotel,
Hiburan, dan Parkir memberikan kontribusi kecil dan cenderung fluktuatif,

menandakan bahwa basis pajak non-utilitas belum sepenuhnya optimal.

Ketiga, dari sisi implikasi fiskal, konfigurasi ini menunjukkan bahwa struktur
pajak Kabupaten Tanggamus masih terkonsentrasi pada objek tertentu
dengan ketergantungan tinggi pada Pajak Penerangan Jalan. Ketika struktur
pajak tidak terdiversifikasi secara kuat, stabilitas pendapatan daerah menjadi
sangat sensitif terhadap perubahan perilaku konsumsi, kepatuhan wajib pajak,
serta efektivitas administrasi pemungutan. Gap antara target dan realisasi juga
menegaskan bahwa tantangan utama bukan semata pada penetapan angka
perencanaan, tetapi pada kualitas eksekusi kebijakan perpajakan daerah.
Dalam konteks ini, penguatan sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas
pelayanan, serta pembangunan kepercayaan publik menjadi variabel yang
relevan untuk menjelaskan variasi capaian penerimaan pajak di Kabupaten

Tanggamus.



14

Dinamika kinerja penerimaan pajak daerah sebagaimana diuraikan
sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari karakteristik basis wajib pajak yang
menjadi fondasi pemungutan. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam
variasi capaian pajak di Kabupaten Tanggamus, penting untuk melihat
bagaimana struktur populasi wajib pajak tersebar secara nominal dan spasial
di tingkat kecamatan salah satunya dari potrait penerimaan Pajak PBB-P2
pada Tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7 Data SPPT PBB-P2 Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

o et | PR | 200 | Rp 00 Ko | W
Air Naningan 1.893 1.125 2.497 5.515
Bandar Negeri Semuong 1.078 555 395 2028
Bulok 3.207 1.374 671 5252
Cukuh Balak 4215 582 228 5025
Gisting 4.096 2.825 3.053 9.974
Gunung Alip 1.466 1.611 1.684 4.761
Kelumbayan 2.044 274 503 2821
Kelumbayan Barat 431 122 113 666
Kota Agung 3.238 2.367 3.013 8.618
Kota Agung Barat 1.503 881 523 2907
Kota Agung Timur 2910 1.653 779 5342
Limau 3.387 396 214 3997
Pematang Sawa 3910 1.594 852 6356
Pugung 4.623 5.048 5317 14.988
Pulau Panggung 2850 2.179 1.958 6.987
Semaka 6.694 2.875 1.505 11.074
Sumberejo 5.653 4.593 3.739 13.985
Talang Padang 3.251 2.678 2.428 8.357
Ulu Belu 3.151 1.722 1490 6363
Wonosobo 5.935 3.224 1.363 10.522
Total 65.535 37.678 32.325 135.538

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tanggamus, diolah kembali oleh Peneliti, 2025

Data menunjukkan bahwa total wajib pajak di Kabupaten Tanggamus
mencapai 135.538 entitas dengan komposisi yang cukup terkonsentrasi pada
kelompok nilai pajak rendah. Sebanyak 65.535 wajib pajak berada pada
kelompok Rp0-Rp2.000, diikuti 37.678 wajib pajak pada kelompok
Rp2.000-Rp30.000, dan 32.325 wajib pajak pada kelompok di atas
Rp30.000. Struktur ini mengindikasikan bahwa basis pajak daerah
didominasi oleh wajib pajak dengan nominal kewajiban relatif kecil, sehingga

strategi optimalisasi penerimaan tidak hanya bergantung pada intensifikasi
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objek bernilai tinggi, tetapi juga pada penguatan kepatuhan massal pada
segmen wajib pajak kecil. Secara spasial, konsentrasi wajib pajak terbesar
berada di Kecamatan Pugung (14.988), Sumberejo (13.985), Semaka
(11.074), dan Wonosobo (10.522). Wilayah-wilayah ini merepresentasikan
kantong basis pajak utama yang berpotensi memberikan leverage fiskal
apabila tingkat kepatuhan dapat dijaga secara konsisten. Sebaliknya,
kecamatan seperti Kelumbayan Barat (666) dan Bandar Negeri Semuong
(2.028) menunjukkan basis wajib pajak yang relatif terbatas, yang dapat
mencerminkan kombinasi faktor demografis, aktivitas ekonomi, maupun

kapasitas pendataan fiskal.

Distribusi menurut kelompok nominal juga memperlihatkan pola yang
menarik. Beberapa kecamatan seperti Pugung dan Sumberejo tidak hanya
memiliki jumlah wajib pajak besar pada kelompok bawah, tetapi juga relatif
kuat pada kelompok di atas Rp30.000. Ini menandakan adanya struktur
ekonomi lokal yang lebih beragam. Di sisi lain, kecamatan seperti Cukuh
Balak dan Limau menunjukkan dominasi kuat pada kelompok nominal
rendah, yang mengindikasikan bahwa ruang peningkatan penerimaan lebih
bertumpu pada perluasan kepatuhan dibandingkan peningkatan tarif atau

objek bernilai tinggi.

Dalam kerangka tersebut, perhatian analitis perlu diarahkan pada perilaku
wajib pajak sebagai determinan utama optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Perilaku wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu atau badan usaha
memenuhi kewajiban perpajakannya, baik secara administratif maupun
substantif (Brata dkk., 2017; Yusril dkk., 2015). Studi-studi mutakhir
menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
pengawasan dan sanksi, tetapi juga oleh persepsi atas keadilan sistem,
transparansi pengelolaan dana publik, serta kualitas pelayanan yang diterima
(Belahouaoui & Attak, 2025; Lorato dkk., 2024; Naslia & Yulianti, 2024).
Tingkat kepatuhan yang tinggi akan memperkuat kapasitas fiskal daerah,
yang pada gilirannya memungkinkan pembiayaan program pembangunan

secara lebih berkelanjutan (Bello dkk., 2023; Reddy dkk., 2024).
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Salah satu instrumen yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah
sosialisasi perpajakan (Aini dkk., 2025). Dalam praktik administrasi modern,
sosialisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai penyampaian informasi,
melainkan sebagai proses komunikasi publik yang membangun pemahaman,

legitimasi, dan persepsi manfaat pajak bagi masyarakat (Tambun, 2016).

Laporan OECD dan kajian Susan Betts menekankan bahwa komunikasi yang
jelas, konsisten, dan berbasis data penggunaan pajak berkontribusi pada
peningkatan voluntary compliance (Betts, 2022; OECD, 2021). Studi empiris
dalam konteks negara berkembang juga menunjukkan bahwa edukasi fiskal
yang sistematis berdampak pada peningkatan kepatuhan jangka panjang,
terutama ketika disertai transparansi penggunaan anggaran (World Bank,

2025).

Selain sosialisasi, kualitas pelayanan perpajakan menjadi determinan yang
tidak kalah penting. Reformasi administrasi pajak dalam satu dekade terakhir
banyak menekankan perbaikan dimensi kemudahan akses, kecepatan
layanan, akurasi administrasi, serta integrasi sistem digital (Kinanti dkk.,
2025). Modernisasi layanan berbasis digital dan simplifikasi prosedur
berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepatuhan wajib
pajak (OECD, 2019). Kualitas pelayanan yang konsisten dan profesional
memperkuat persepsi legitimasi institusi pajak, sehingga mengurangi

resistensi terhadap kewajiban fiskal.

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dipandang sebagai
prasyarat bagi stabilitas penerimaan pajak (Abodher dkk., 2025).
Kepercayaan publik dalam konteks perpajakan berkaitan dengan persepsi
keadilan sistem, transparansi penggunaan dana, dan integritas aparatur
(Horodnic, 2018). Penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa
tingkat frust yang tinggi mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi
kebutuhan penegakan represif, sebaliknya, rendahnya kepercayaan
meningkatkan biaya pengawasan dan menurunkan efektivitas kebijakan

fiskal (Sobhkhiz dkk., 2020).
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Dengan demikian, hubungan antara sosialisasi, kualitas pelayanan,
kepercayaan publik, dan loyalitas wajib pajak membentuk satu rangkaian
kausal yang saling terkait (Sukesi & Yunaidah, 2020). Ketika masyarakat
memahami fungsi pajak, merasakan pelayanan yang adil dan profesional,
serta percaya pada integritas pengelolaan keuangan daerah, maka kepatuhan
cenderung meningkat secara berkelanjutan (Nuryadi dkk., 2024a).
Peningkatan kepatuhan akan memperkuat pendapatan daerah, yang menjadi
fondasi pembiayaan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara

berkesinambungan (Schmidt & Matthaei, 2024).

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan pajak tidak hanya berfungsi
sebagai mekanisme pemungutan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan
kemandirian fiskal (Nasution dkk., 2025). Reformasi administrasi publik
dalam periode 2016—-2026 menunjukkan bahwa transformasi digital, integrasi
data, dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi agenda strategis untuk
meningkatkan efektivitas tata kelola pajak daerah. Pendekatan ini menuntut
orientasi yang lebih komprehensif, yakni tidak semata mengejar peningkatan
penerimaan, tetapi juga membangun legitimasi dan keberlanjutan sistem

perpajakan lokal.

Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung yang
berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah menghadapi tantangan
struktural dalam optimalisasi pajak daerah. Struktur wajib pajak yang
didominasi segmen nominal rendah, keterbatasan literasi fiskal, serta belum
optimalnya inovasi pelayanan digital menjadi faktor yang berpotensi
menghambat konsistensi penerimaan. Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan, kondisi ini memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak
hanya teknis-administratif, tetapi juga berbasis pada penguatan hubungan
institusional antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kajian akademik
dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa penelitian mengenai
perilaku wajib pajak di tingkat daerah masih berkembang secara

terfragmentasi (Dwianti dkk., 2025).



18

Sebagian studi menitikberatkan pada aspek pelayanan, sebagian lain pada
sosialisasi atau transparansi fiskal secara terpisah. Penelitian yang
mengintegrasikan secara simultan pengaruh sosialisasi dan kualitas
pelayanan terhadap loyalitas wajib pajak melalui kepercayaan publik sebagai
variabel mediasi, khususnya dalam konteks pemerintah daerah, masih relatif
terbatas. Kesenjangan ini menjadi relevan mengingat perilaku kepatuhan
sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kredibilitas institusi dan kualitas
interaksi administratif (Cendrawinata, 2025; Chairul dkk., 2024). Untuk
menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini dirancang dengan unit analisis
wajib pajak dan melibatkan aparatur pajak daerah sebagai aktor strategis

dalam reformasi perpajakan lokal.

Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan kepatuhan wajib pajak
sebagai variabel dependen utama dan memandang perubahan perilaku wajib
pajak terutama sebagai hasil dari kombinasi faktor administrasi (kualitas
layanan), faktor komunikasi kebijakan (sosialisasi), serta faktor penegakan
(sanksi). Pola ini terlihat kuat pada studi-studi nasional yang menguji
pengaruh sosialisasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pada
berbagai objek, seperti pajak kendaraan bermotor maupun wajib pajak orang

pribadi di kantor pelayanan tertentu.

Sejumlah temuan bahkan menunjukkan hasil yang tidak selalu konsisten,
misalnya kualitas pelayanan atau sosialisasi tidak selalu berpengaruh
langsung terhadap kepatuhan, dan ketika pengaruh langsungnya lemabh,
peneliti cenderung menjelaskan mekanismenya melalui variabel antara
seperti pengetahuan pajak atau kesadaran pajak. Dengan kata lain, penelitian
terdahulu banyak berhenti pada pertanyaan “apakah sosialisasi dan pelayanan
berpengaruh terhadap kepatuhan”, namun belum menempatkan kepercayaan
publik sebagai mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana pengaruh itu
bekerja secara lebih substantif, khususnya dalam konteks pemerintahan

daerah.
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Di sisi lain, literatur internasional memperkaya pemahaman tentang peran
trust, tetapi fokusnya sering bergerak pada model kepatuhan yang lebih
umum, misalnya melalui Slippery Slope Framework yang menempatkan trust
dan power sebagai dua pilar kepatuhan pajak, atau melalui studi yang
menekankan perlakuan otoritas (respectful treatment versus prosedur
otoriter) untuk membangun trust yang kemudian berdampak pada kepatuhan.
Sebagian studi internasional juga mengambil konteks yang berbeda dari
persoalan pajak daerah di Indonesia, misalnya kepatuhan pajak pada pelaku
UMKM di Kenya, atau model konseptual kepatuhan pajak korporasi yang
tidak memakai survei. Konsekuensinya, meskipun #rust muncul sebagai
konsep kunci, belum banyak penelitian yang secara spesifik memadukan dua
instrumen kebijakan yang paling dekat dengan kerja sehari-hari pemerintah
daerah, yaitu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan, dalam satu model
mediasi trust yang diarahkan pada perilaku kepatuhan berulang dalam jangka

panjang.



Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu

20

No Penulis Judul Tahun i?:::l Lokasi/Objek Desain Sampel Temuan Kunci
1 | Amos Kiptum; | Tax Service Quality, Trust in 2024 SEISENSE SME Kuantitatif; 393; stratified Service quality positif ke
Collins Government and Tax Compliance Journal of owners/manage | positivist; sampling; compliance; trust positif ke
Kapkiyai; among Small and Medium Management | rs, North Rift explanatory | populasi 21,232 compliance; service quality positif
Daniel Kirui Enterprises in North Rift (Vol 7No 1) | Economic Bloc, SMEs ke trust; trust memediasi service
Economic Bloc Kenya quality -> compliance
2 | I Nyoman Core tax administration system: 2024 Cogent Konteks Kualitatif; Tidak disebutkan | CTAS dinilai menguatkan power
Darmayasa; the power and trust dimensions of Business & implementasi Krippendorff | (analisis konten, dan trust; pembacaan SSF untuk
Nyoman Slippery Slope Framework tax Management | CTAS; analisis content bukan survei) menjelaskan kepatuhan dalam
Sentosa compliance model wacana/konten | analysis konteks reform administrasi pajak
Hardika
3 | Sandra Aulia; | Trust, Power, and Tax risk into the | 2022 Sustainabilit | Model Model Tidak ada (bukan | Tax risk memengaruhi
Haula “Slippery Slope”’: A Corporate y (MDPI) kepatuhan pajak | konseptual/k | survei) kecenderungan dan upaya patuh;
Rosdiana; Tax Compliance Model 14(22), korporasi omputasiona trust dan power tetap determinan
Inayati Inayati 14670 (konseptual) 1 berbasis compliance dalam model SSF yang
SSF diperluas
4 | Dewi Prastiwi; | Building Trust and Enhancing Tax | 2023 Journal of Wajib pajak Kuantitatif; 400; random Respectful treatment meningkatkan
Erlina Compliance: The Role of Risk and orang pribadi; cross- sampling; compliance; authoritarian
Diamastuti Authoritarian Procedures and Financial Regional Tax sectional; perlakuan procedures meningkatkan non-
Respectful Treatment in Indonesia Management | Office East Java | SEM-PLS authoritarian compliance; trust memediasi
(MDPI) I (190) dan pengaruh perlakuan otoritas
16(8), 375 respectful (210) terhadap compliance
5 | Julian Toyang | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan 2021 Jurnal WPOP, KPP Kuantitatif; 100; convenience | Sosialisasi signifikan ke
Kbarek; Linda | dan Kualitas Pelayanan Akuntansi Pratama Kota PLS-SEM sampling; Slovin | pengetahuan; kualitas pelayanan
Y. Hutadjulu; | Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Jayapura (SmartPLS (error 10%) tidak signifikan ke pengetahuan; X1
Yohanes C. Wajib Pajak dengan Pengetahuan Keuangan 3.0) dan X2 tidak signifikan langsung ke
Seralurin Perpajakan sebagai Variabel Daerah kepatuhan; pengetahuan signifikan
Intervening (Studi Kasus pada (JAKED) ke kepatuhan; pengetahuan
WPOP di KPP Pratama Kota 16(2) memediasi jalur sosialisasi/kualitas

Jayapura)

pelayanan ke kepatuhan
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Nama

No Penulis Judul Tahun Jurnal Lokasi/Objek Desain Sampel Temuan Kunci
6 | Lucya Herty Pengaruh Sosialisasi, 2022 Journal of Wajib pajak Kuantitatif; 100; incidental Regresi linear berganda digunakan
Apriliyani Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Innovation PKB, SAMSAT | survei, sampling; untuk uji pengaruh variabel;
Pelayanan terhadap Kepatuhan in Majalengka regresi linear | populasi disebut koefisien dan uji signifikansi
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Management berganda 259,721 (tahun ditampilkan dalam hasil
, Accounting 2018)
and Business
(JIMAB)
1(2)

7 | Azizah Hanan | Pengaruh sosialisasi, fasilitas, 2022 KINERJA: Wajib pajak Kuantitatif; 100 responden Sosialisasi, fasilitas, kualitas
Desiva; Nur kualitas pelayanan, dan sanksi Jurnal kendaraan regresi linier pelayanan signifikan positif; sanksi
Kholis perpajakan pada kepatuhan wajib Ekonomi bermotor, berganda tidak signifikan pada Tabel

pajak kendaraan bermotor dan wilayah Solo 1.regresi (Sig 0.129)
Manajemen
19(2)
8 | L.A. Putra The Influence of Service Quality 2023 International | Tidak Kuantitatif; 130; convenience | Service quality signifikan; tax
dkk. and Tax Sanctions on Taxpayer Journal of disebutkan regresi; uji sampling; basis sanctions signifikan; R square
Compliance Business, eksplisit; validitas- Hair (15 0.550
Law, and taxpayer reliabilitas; indikator)
Education compliance uji tdan F
(IJBLE) 4(2) | (field
observation
disebut)

9 | Nuryadi; Dwi | Influence of Tax Socialization, 2024 SENTRALI | Jombang Kuantitatif; 376; Slovin (5%); | Socialization, services, trust
Cahyono; Services, and Trust on SASI 13(3) Subdistrict, SEM populasi 6,302 signifikan positif ke tax knowledge
Abadi Sanosra | Compliance via Tax Knowledge Jember Regency WP dan compliance; tax knowledge

memediasi hubungan

10 | Yovita Ariana; | Enhancing Tax Compliance in 2024 E-Jurnal UMKM di Kuantitatif; 100 UMKM Awareness dan trust signifikan
William MSME Tax Reporting: The Role Akuntansi Tanah Abang, SEM-PLS positif; socialization tidak
Widjaja; of Tax Awareness, Trust, and (Univ. Jakarta signifikan; socialization tidak
Michael Socialization Udayana) memoderasi pengaruh trust ->
Michael 34(9) compliance

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Peneliti, 2025
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Keberadaan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa studi
tentang perilaku wajib pajak telah bergerak dari pendekatan yang semata-
mata menekankan penegakan menjadi pendekatan yang lebih “relasional”,
yakni melihat bagaimana pengalaman layanan dan cara pemerintah
mengomunikasikan kebijakan ikut membentuk sikap, persepsi, dan
akhirnya perilaku patuh. Dalam kerangka itu, sosialisasi perpajakan
dipahami bukan sekadar kegiatan penyuluhan, tetapi instrumen untuk
mengurangi ketidakpastian aturan, memperjelas prosedur, dan membangun
persepsi bahwa sistem pajak dapat dipahami dan dijalankan secara wajar.
Sementara kualitas pelayanan diposisikan sebagai bukti nyata bagaimana
negara hadir: kecepatan, kepastian prosedur, kompetensi petugas, serta
perlakuan yang adil menjadi sinyal yang membentuk penilaian wajib pajak
terhadap institusi. Ketika kedua aspek ini berjalan baik, literatur cenderung
mengarah pada satu kesimpulan umum: peluang kepatuhan meningkat
karena wajib pajak merasa prosesnya jelas dan institusinya layak dipercaya.
Namun ketika temuan empiris tidak konsisten, banyak studi menyiratkan
adanya “variabel mekanisme” yang menentukan apakah sosialisasi dan
pelayanan benar-benar berubah menjadi perilaku patuh yang stabil. Secara
pemetaan awal, sepuluh penelitian terdahulu yang digunakan dalam kajian

ini dapat dibaca dalam tiga kelompok besar.

1. Peran trust sebagai kunci mekanisme kepatuhan.
Studi Kiptum dkk. di Kenya secara eksplisit menunjukkan jalur kualitas
pelayanan yang membentuk frust in government, lalu trust itulah yang
mendorong kepatuhan, sehingga frust tidak hanya muncul sebagai
variabel tambahan tetapi benar-benar menjembatani hubungan layanan
dan perilaku (Kiptum dkk., 2024). Sejalan dengan itu, Prastiwi dan
Diamastuti memperlihatkan bahwa perilaku otoritas yang menghormati
wajib pajak cenderung meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya
memperkuat kepatuhan, sedangkan pendekatan yang otoriter justru
mengarah pada resistensi (Prastiwi & Diamastuti, 2023). Dua studi lain
pada rumpun internasional memberikan penguat teoretik: Darmayasa

dan Hardika membaca reform sistem administrasi pajak melalui
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kacamata Slippery Slope Framework dengan menekankan bagaimana
dimensi frust dan power bekerja dalam membentuk kepatuhan
(Darmayasa & Hardika, 2024). Sementara Aulia dkk. memperluasnya
pada konteks korporasi dengan menambahkan unsur tax risk yang dapat
memengaruhi kepatuhan di luar variasi frust dan power (Aulia dkk.,
2022). Secara keseluruhan, rumpun internasional ini menegaskan bahwa
trust bukan isu periferal, melainkan pusat logika kepatuhan, baik pada
level interaksi layanan, reform administrasi, maupun pada desain model

perilaku.

Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan sebagai Determinan Kepatuhan
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, fasilitas, dan
kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan, meskipun tidak
selalu seluruh variabel signifikan dalam satu model (Putra dkk., 2023).
Di sisi lain, terdapat studi yang justru menemukan bahwa sosialisasi atau
kualitas pelayanan tidak signifikan secara langsung, sementara variabel
lain seperti sanksi lebih dominan (Prastiwi & Diamastuti, 2023). Pola ini
penting karena menunjukkan bahwa hubungan sosialisasi atau
pelayanan dengan kepatuhan tidak otomatis linear; ada kondisi tertentu
yang membuatnya kuat, dan ada kondisi lain yang membuatnya lemah
(Desiva dkk., 2022). Variasi hasil ini menjadi petunjuk bahwa
“pengalaman layanan” dan “komunikasi kebijakan” mungkin bekerja
melalui jalur psikologis atau institusional tertentu, bukan sekadar

sebagai faktor langsung.

. Pengetahuan dan Kesadaran Pajak

Studi Kbarek dkk. menempatkan pengetahuan pajak sebagai variabel
intervening dan memperlihatkan bahwa sosialisasi lebih efektif
membentuk pengetahuan, sementara kualitas pelayanan tidak selalu
berdampak pada pengetahuan; pada gilirannya, pengetahuanlah yang
berkorelasi kuat dengan kepatuhan (Kbarek dkk., 2021). Pola serupa
terlihat pada Nuryadi dkk. yang menempatkan tax knowledge sebagai
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mediator, dengan trust in government hadir sebagai faktor yang ikut
membentuk pengetahuan dan kepatuhan (Nuryadi dkk., 2024b). Widjaja
dkk. juga menempatkan trust dan awareness sebagai penjelas kepatuhan
pada UMKM, namun menariknya sosialisasi tidak selalu signifikan dan
bahkan tidak memperkuat pengaruh trust (Widjaja dkk., 2024)
Kelompok ini memperlihatkan arah yang jelas: ketika pengaruh
sosialisasi dan pelayanan tidak konsisten, peneliti cenderung mencari
“jembatan” perilaku melalui variabel antara. Akan tetapi, trust sebagai
mediator utama yang menghubungkan sosialisasi dan kualitas pelayanan
menuju perilaku patuh yang berulang dalam jangka panjang masih
relatif jarang ditegaskan dalam konteks pajak daerah di tingkat
kabupaten.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan perbedaan yang

tegas pada tiga titik:

1. Penelitian ini menggeser fokus dari kepatuhan sebagai perilaku sesaat
menjadi loyalitas wajib pajak sebagai orientasi perilaku jangka panjang.
Loyalitas dalam penelitian ini dipahami sebagai kecenderungan untuk
tetap patuh secara konsisten, memenuhi kewajiban tepat waktu, dan
mempertahankan komitmen kepatuhan meskipun ada biaya waktu,
prosedur, dan beban administrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya menguji apakah wajib pajak patuh, tetapi juga menguji apakah
kepatuhan itu stabil dan bertahan sebagai sikap serta perilaku yang
berulang.

2. Penelitian ini menempatkan kepercayaan publik bukan sebagai variabel
tambahan atau sekadar prediktor langsung, melainkan sebagai variabel
mediasi inti yang menjelaskan mekanisme: sosialisasi perpajakan dan
kualitas pelayanan membentuk trust terlebih dahulu, kemudian trust
itulah yang mendorong loyalitas. Penekanan pada mediasi trust ini
menjadi pembeda penting, karena ia menjawab mengapa dalam
beberapa penelitian terdahulu pengaruh langsung sosialisasi dan

pelayanan terhadap kepatuhan sering kali tidak konsisten; hubungan itu
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dapat menjadi kuat ketika trust terbentuk, tetapi dapat lemah ketika trust
rendah meskipun sosialisasi dan layanan telah dilakukan.

3. Penelitian ini menempatkan konteks Kabupaten Tanggamus sebagai
locus empiris untuk membaca dinamika frust pada level kabupaten, yang
sering luput dalam literatur yang lebih banyak mengambil sampel KPP
di kota besar, provinsi tertentu, atau konteks negara lain. Fokus
kabupaten memungkinkan penelitian menangkap karakter pelayanan
pajak daerah, kedekatan sosial antara aparat layanan dan masyarakat,
serta persepsi keadilan dan akuntabilitas yang lebih “terasa” dalam

interaksi lokal.

Dengan konfigurasi analitis yang dibangun, kontribusi penelitian ini bersifat
simultan pada ranah teoretis dan praktis. Pada tataran konseptual, penelitian
ini menghubungkan secara lebih sistematis kajian sosialisasi perpajakan dan
kualitas pelayanan dengan pembentukan loyalitas wajib pajak melalui
mekanisme kepercayaan publik. Pendekatan ini menghasilkan penjelasan
yang lebih mekanistik mengenai bagaimana interaksi kebijakan dan
pengalaman layanan diterjemahkan menjadi komitmen kepatuhan jangka
panjang. Pada tataran praktis, temuan penelitian ini diharapkan memberikan
dasar rekomendasi yang lebih operasional bagi pemerintah daerah, terutama
dalam merancang strategi sosialisasi yang tidak berhenti pada penyampaian
informasi, tetapi mampu membangun persepsi integritas, keadilan, dan
kompetensi institusi, serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang
tidak hanya berorientasi pada efisiensi proses, tetapi juga pada penguatan

kepercayaan publik sebagai prasyarat loyalitas wajib pajak.

Keaslian penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan dan menguji
secara empiris suatu model terpadu yang menempatkan kepercayaan publik
sebagai mekanisme penghubung utama antara sosialisasi perpajakan,
kualitas pelayanan, dan loyalitas wajib pajak daerah. Berbeda dengan
kecenderungan studi sebelumnya yang masih memeriksa hubungan
antarvariabel secara parsial, penelitian ini memposisikan #rust sebagai poros

penjelas yang memungkinkan pembacaan lebih utuh mengenai dinamika
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perilaku wajib pajak dalam konteks pemerintahan daerah. Kebaruan
penelitian tidak hanya berada pada integrasi variabel dalam satu kerangka
analitis, tetapi juga pada perluasan perspektif empiris yang digunakan.
Fokus pada pajak daerah di Kabupaten Tanggamus menghadirkan konteks
yang relatif kurang terjangkau dalam literatur perpajakan. Karakteristik
Kabupaten Tanggamus sebagai laboratorium empiris yang relevan untuk
menguji bagaimana faktor komunikasi kebijakan dan kualitas layanan
bekerja dalam membentuk loyalitas wajib pajak. Dari sisi metodologis,
penelitian ini memperkuat kontribusi melalui penggunaan pendekatan
Structural Equation Modeling—Partial Least Squares (SEM-PLS) yang
memungkinkan pengujian hubungan langsung dan tidak langsung secara
simultan. Pendekatan ini memberikan ketelitian analitis yang lebih tinggi
dalam mengidentifikasi peran mediasi kepercayaan publik, sekaligus
membuka ruang pemodelan perilaku wajib pajak yang lebih komprehensif

pada level daerah.

Lebih jauh, penelitian ini juga memperkaya pendekatan konvensional
dengan memasukkan dimensi spasial dalam analisis perilaku perpajakan.
Pemetaan kecenderungan persepsi kepatuhan wajib pajak per wilayah di
Kabupaten Tanggamus memberikan nilai tambah penting, karena
memungkinkan identifikasi pola geografis kepatuhan yang selama ini relatif
kurang mendapat perhatian dalam studi perpajakan daerah. Informasi
spasial ini berpotensi menjadi dasar bagi perumusan intervensi kebijakan
yang lebih presisi, berbasis wilayah, dan adaptif terhadap heterogenitas
karakteristik wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menutup celah penting dalam kajian
perpajakan daerah dengan menghadirkan integrasi konseptual, pendalaman
empiris, dan pengayaan spasial dalam satu kerangka analisis. Hasil yang
diperoleh diharapkan tidak hanya memperluas horizon akademik mengenai
loyalitas wajib pajak daerah, tetapi juga menyediakan pijakan kebijakan
yang lebih tajam bagi optimalisasi penerimaan pajak daerah yang

berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
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Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa optimalisasi
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi
sejumlah tantangan struktural dan perilaku. Meskipun basis wajib pajak
relatif besar secara kuantitas, konversinya menjadi penerimaan yang optimal
belum sepenuhnya stabil. Secara empiris, variasi capaian realisasi pajak,
ketergantungan pada jenis pajak tertentu, serta distribusi wajib pajak yang
didominasi lapisan nominal rendah menunjukkan adanya kerentanan pada
aspek kepatuhan dan loyalitas. Pada saat yang sama, upaya sosialisasi
perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan belum sepenuhnya mampu
memastikan terbentuknya kepercayaan publik yang kuat. Padahal,
kepercayaan publik merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya kepatuhan

sukarela dan loyalitas wajib pajak dalam jangka panjang.

Selain itu, kajian terdahulu masih cenderung memeriksa pengaruh sosialisasi,

kualitas pelayanan, dan kepatuhan pajak secara parsial. Penjelasan mengenai

mekanisme mediasi kepercayaan publik dalam membentuk loyalitas wajib

pajak daerah, khususnya pada konteks kabupaten dengan karakteristik fiskal

seperti Tanggamus, masih relatif terbatas. Kondisi ini menimbulkan

kebutuhan untuk menguji secara lebih komprehensif bagaimana faktor

komunikasi kebijakan dan kualitas layanan berinteraksi melalui kepercayaan

publik dalam memengaruhi loyalitas wajib pajak. Berdasarkan identifikasi

masalah tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan ke dalam

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepercayaan
publik wajib pajak di Kabupaten Tanggamus?

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap
Kepercayaan publik wajib pajak di Kabupaten Tanggamus?

3. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap loyalitas wajib
pajak di Kabupaten Tanggamus?

4. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap
loyalitas wajib pajak di Kabupaten Tanggamus?
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5. Seberapa besar pengaruh Kepercayaan publik terhadap loyalitas wajib
pajak di Kabupaten Tanggamus?

6. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap loyalitas wajib
pajak melalui Kepercayaan publik sebagai variabel mediasi?

7. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap
loyalitas wajib pajak melalui Kepercayaan publik sebagai variabel

mediasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap
kepercayaan publik wajib pajak di Kabupaten Tanggamus.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan
terhadap kepercayaan publik wajib pajak di Kabupaten Tanggamus.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap
loyalitas wajib pajak di Kabupaten Tanggamus.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan
terhadap loyalitas wajib pajak di Kabupaten Tanggamus.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan publik terhadap
loyalitas wajib pajak di Kabupaten Tanggamus.

6. Menguji dan menganalisis peran mediasi kepercayaan publik dalam
hubungan antara sosialisasi perpajakan dan loyalitas wajib pajak di
Kabupaten Tanggamus melalui pemodelan struktural.

7. Menguji dan menganalisis peran mediasi kepercayaan publik dalam
hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan dan loyalitas wajib
pajak di Kabupaten Tanggamus melalui pemodelan struktural.

8. Mengidentifikasi dan memetakan secara spasial kecenderungan
persepsi kepatuhan dan loyalitas wajib pajak antarwilayah di
Kabupaten Tanggamus guna mengungkap pola geografis perilaku

perpajakan daerah.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan dan
perilaku wajib pajak dengan memperkaya literatur mengenai determinan
loyalitas wajib pajak daerah melalui integrasi variabel kepercayaan publik
sebagai mekanisme mediasi. Temuan penelitian diharapkan memperkuat
kerangka konseptual mengenai hubungan antara sosialisasi perpajakan,
kualitas pelayanan, dan loyalitas wajib pajak dalam satu model yang lebih
komprehensif. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pengembangan model perilaku kepatuhan pajak, khususnya pada konteks
negara berkembang dan pemerintah daerah. Integrasi perspektif
perpajakan, perilaku publik, dan kualitas layanan memperluas horizon

analisis yang selama ini cenderung parsial.

Manfaat Metodologis

Dari sisi metodologi, penelitian ini menyediakan model empiris yang
menguji hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel melalui
pendekatan SEM-PLS. Pendekatan ini diharapkan menjadi rujukan bagi
pengembangan studi lanjutan yang mengkaji perilaku wajib pajak secara
multivariat. Lebih lanjut, penelitian ini menghadirkan pengayaan melalui
pemetaan spasial kecenderungan kepatuhan dan loyalitas wajib pajak
antarwilayah di Kabupaten Tanggamus. Pendekatan ini membuka ruang
baru dalam analisis perpajakan daerah yang selama ini relatif jarang

memanfaatkan dimensi geografis sebagai basis intervensi kebijakan.

Manfaat Praktis
Bagi instansi perpajakan daerah, penelitian ini memberikan masukan
strategis untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan kualitas

pelayanan pajak sebagai instrumen pembangunan kepercayaan publik.
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Temuan penelitian diharapkan membantu pemerintah daerah merancang
intervensi yang lebih tepat sasaran dalam mendorong loyalitas wajib
pajak. Bagi aparatur atau fiskus, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar
perbaikan kualitas pelayanan, penguatan pendekatan komunikasi publik
yang lebih transparan, serta peningkatan profesionalisme layanan
perpajakan. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan mendorong
terciptanya ekosistem perpajakan yang lebih terbuka, mudah diakses, dan
kredibel, sehingga mendukung tumbuhnya kepatuhan sukarela yang

berkelanjutan.

. Manfaat Kebijakan

Pada level kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam perumusan strategi sosialisasi perpajakan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih berbasis bukti. Temuan
mengenai peran kepercayaan publik diharapkan membantu pemerintah
daerah dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada
peningkatan penerimaan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan basis
loyalitas wajib pajak. Dalam jangka lebih luas, peningkatan loyalitas dan
kepercayaan wajib pajak yang didorong oleh perbaikan tata kelola
perpajakan berpotensi mendukung pertumbuhan penerimaan daerah

secara lebih stabil dan berkelanjutan.

. Manfaat Akademik Lanjutan

Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
dalam mengembangkan kajian perpajakan daerah pada konteks wilayah
atau sektor yang berbeda. Model yang dihasilkan membuka peluang
pengujian lebih lanjut mengenai peran kepercayaan publik dalam sistem
perpajakan. Selain itu, penelitian ini mendorong penguatan pendekatan
interdisipliner yang menghubungkan perpajakan, administrasi publik,
komunikasi kebijakan, dan perilaku organisasi dalam memahami

dinamika kepatuhan dan loyalitas wajib pajak.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang
digunakan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan
kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Herawati dkk., 2018;
Lestary dkk., 2021). Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai proses
penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi komunikasi publik yang
bertujuan membangun hubungan yang kredibel antara pemerintah dan wajib
pajak (Jimenez & lyer, 2016). Sosialisasi perpajakan adalah proses sistematis
pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
masyarakat mengenai aturan, prosedur, dan manfaat pajak dengan tujuan
meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak (Rahayu dkk., 2017).
Pandangan lain menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan elemen kunci
dalam meningkatkan literasi pajak karena informasi yang komprehensif dan
mudah dipahami akan memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku perpajakan

(Intansari, 2022).

Dalam perspektif komunikasi publik, sosialisasi pajak dapat dipahami
sebagai bentuk interaksi dua arah antara otoritas pajak dan masyarakat.
Efektivitas sosialisasi ditentukan oleh kualitas pesan, media yang digunakan,
serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi komunikasi (Sukesi &
Yunaidah, 2020). Selain itu, pesan sosialisasi yang jelas, konsisten, dan
relevan akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan
mengurangi kebingungan yang berpotensi menurunkan kepatuhan (Fitriyah

& Nasrulloh, 2025).

31



32

Dalam konteks pemerintah daerah, sosialisasi perpajakan juga berkaitan
dengan tata kelola fiskal daerah. Sosialisasi pajak daerah merupakan bagian
dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat
terkait kewajiban pajak lokal, mengurangi asimetri informasi, serta
meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah (Rahmadi & Wahyudi,
2023). Dengan demikian, sosialisasi perpajakan tidak sekadar penyampaian
informasi teknis, tetapi merupakan bagian integral dari manajemen pelayanan
publik dan akuntabilitas fiskal (Smoke, 2015). Berdasarkan pengertian
sosialisasi perpajakan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak agar dapat

mengetahui peraturan maupun tata cara perpajakan dengan baik dan benar.

Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentu akan sangat erat hubungannya
dengan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang tidak mengerti
bahwa penyelenggaraan suatu negara membutuhkan pembiayaan mungkin
akan melihat pajak sebagaimana rakyat di masa lalu melihatnya sebagai
pungutan dan upeti belaka (Mohammed & Tangl, 2023). Dalam kondisi
tingkat pemahaman yang rendah, kesukarelaan masyarakat untuk membayar
pajak sulit diharapkan, sehingga diperlukan upaya pemungutan yang lebih
besar dari aparat pajak (Wicaksono & Lestari, 2017). Sosialisasi perpajakan
memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas sistem perpajakan,
baik pada tingkat nasional maupun daerah. Para ahli menegaskan bahwa
sosialisasi yang dirancang dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana
penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi publik
yang mampu membentuk pengetahuan, sikap, serta perilaku wajib pajak

(Sarpong dkk., 2024).

1. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan. Pemahaman
yang baik akan membuat wajib pajak lebih mampu melaksanakan

kewajiban fiskalnya secara benar dan tepat waktu (Cechovsky, 2018).
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Sosialisasi turut berperan dalam membentuk persepsi dan sikap yang
lebih positif terhadap pajak. Informasi yang jelas dan mudah dipahami
dapat mengurangi persepsi bahwa pajak merupakan beban, sehingga
mendorong tumbuhnya sikap kooperatif masyarakat terhadap kewajiban
perpajakan (Bouaddi dkk., 2025). Dengan kata lain, komunikasi yang
efektif dapat memperbaiki persepsi psikologis wajib pajak terhadap
institusi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan membantu mengurangi kesalahan administratif
yang sering terjadi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.
Kesalahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh ketidakpatuhan, tetapi
sering kali karena kurangnya informasi dan pemahaman teknis. Melalui
sosialisasi yang baik, potensi kekeliruan dapat diminimalkan (Hutahuruk
dkk., 2024).

Sosialisasi yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan sukarela
(voluntary compliance), yaitu kepatuhan yang muncul karena kesadaran,
bukan paksaan. Wajib pajak yang mendapatkan informasi yang cukup dan
mudah diakses akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya
tanpa perlu tindakan penegakan hukum (Hutahuruk dkk., 2024). Hal ini
menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem perpajakan yang
berkelanjutan dan efisien.

Sosialisasi berkontribusi pada pembangunan kepercayaan publik terhadap
pemerintah, karena penyampaian informasi fiskal yang transparan
menciptakan rasa aman dan keyakinan bahwa pajak dikelola dengan baik
(Hsu, 2024). Transparansi merupakan prasyarat bagi tumbuhnya
kepercayaan publik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi
pemerintah.

Sosialisasi perpajakan juga berfungsi untuk mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan semakin
meningkatnya pemahaman dan kepercayaan wajib pajak, kesediaan
masyarakat untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
akan semakin besar, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan

daerah (Putra & Mahiswara, 2024).
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Secara keseluruhan, sosialisasi perpajakan tidak hanya berorientasi pada
peningkatan pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kepercayaan,
menguatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan sistem perpajakan yang
sehat dan berkelanjutan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu instrumen
penting dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak.
Efektivitas sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering kegiatan
dilakukan, tetapi juga oleh kualitas, media, tenaga pelaksana, aksesibilitas, dan
tingkat partisipasi wajib pajak. Literatur menunjukkan bahwa sosialisasi yang
efektif harus mencakup lima dimensi utama, yaitu kualitas informasi, media
sosialisasi, kompetensi petugas, aksesibilitas, dan partisipasi wajib pajak
(Sarpong dkk., 2024). Kelima dimensi tersebut saling melengkapi dan
membentuk suatu kerangka komunikasi publik yang komprehensif dalam

konteks administrasi perpajakan modern.

1. Dimensi Kualitas Informasi Perpajakan
Kualitas informasi merupakan fondasi utama keberhasilan sosialisasi
perpajakan. Informasi yang disampaikan harus memiliki kejelasan,
kelengkapan, dan kemudahan untuk dipahami oleh wajib pajak, sehingga
dapat meningkatkan literasi fiskal dan meminimalkan terjadinya kesalahan
administratif dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Hutahuruk dkk., 2024).
Indikator penting pada dimensi ini mencakup kejelasan isi informasi,
kelengkapan materi yang disampaikan, kemudahan dalam memahami
informasi, serta relevansi informasi dengan kebutuhan wajib pajak. Kualitas
informasi sangat memengaruhi cara wajib pajak menangkap pesan dan
memahami ketentuan perpajakan (Bouaddi dkk., 2025), karena informasi
yang ambigu akan meningkatkan potensi kesalahan dan mengurangi motivasi
kepatuhan. Informasi yang jelas dan komprehensif dapat mengurangi persepsi
kerumitan terhadap pajak dan memperkuat kesadaran fiskal wajib pajak
(Bahramov, 2023). Dengan demikian, kualitas informasi menjadi dimensi

kunci yang menentukan efektivitas komunikasi perpajakan.
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2. Dimensi Media Sosialisasi
Keberhasilan sosialisasi perpajakan juga sangat ditentukan oleh jenis dan
variasi media yang digunakan (Cyan dkk., 2017). Penggunaan media tatap
muka seperti seminar dan penyuluhan, media digital seperti situs web dan
media sosial, media cetak seperti brosur, serta media elektronik seperti radio
dan televisi dapat memperluas jangkauan pesan. Indikator pada dimensi ini
mencakup pemanfaatan berbagai jenis media dan intensitas penyampaian
melalui masing-masing saluran. Semakin beragam media yang digunakan,
semakin tinggi efektivitas penyampaian pesan, terutama dalam konteks

peningkatan pengetahuan wajib pajak (Hamed, 2020).

3. Dimensi Kompetensi Petugas Pajak
Petugas pajak merupakan aktor utama dalam proses sosialisasi karena mereka
berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak (Mascagni dkk., 2025).
Kompetensi petugas, baik dalam penguasaan materi perpajakan maupun
kemampuan berkomunikasi, sangat menentukan bagaimana informasi
diterima dan dipahami oleh masyarakat. Indikator dimensi ini mencakup
pengetahuan petugas tentang aturan perpajakan, kemampuan menjelaskan
materi dengan sederhana, sikap profesional dan komunikatif, serta
kemampuan menjawab pertanyaan wajib pajak. Kualitas interaksi antara
petugas pajak dan wajib pajak berkontribusi besar terhadap persepsi
masyarakat  terhadap institusi  perpajakan. Kompetensi petugas
mencerminkan kualitas tata kelola administrasi perpajakan daerah dan
berpengaruh langsung terhadap keberhasilan sosialisasi (Sukesi & Yunaidah,

2020).

4. Dimensi Aksesibilitas Sosialisasi
Dimensi aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wajib pajak dalam
memperoleh informasi, mengikuti kegiatan sosialisasi, dan mengakses kanal
konsultasi perpajakan (Ahmadi & Puterisari, 2025). Indikator yang termasuk
di dalamnya adalah kemudahan mengikuti kegiatan sosialisasi, ketersediaan
kanal informasi daring, kemudahan memperoleh layanan konsultasi pajak,

dan luasnya cakupan sasaran sosialisasi. Aksesibilitas merupakan faktor
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kunci dalam menciptakan kepatuhan sukarela, karena wajib pajak yang
mudah mengakses informasi akan lebih memahami kewajiban mereka
(Thomas, 2016). Untuk itu, digitalisasi layanan perpajakan menjadi strategi

penting dalam memperluas keterjangkauan sosialisasi.

. Dimensi Partisipasi Wajib Pajak

Dimensi terakhir berkaitan dengan tingkat keterlibatan aktif wajib pajak
dalam kegiatan sosialisasi. Partisipasi aktif seperti menghadiri sosialisasi,
terlibat dalam diskusi, mengalami perubahan persepsi setelah kegiatan, dan
menyebarkan informasi kepada pihak lain merupakan indikator penting
keberhasilan komunikasi perpajakan. Partisipasi wajib pajak merupakan
refleksi dari efektivitas komunikasi publik dalam proses sosialisasi (Bouaddi
dkk., 2025). Tingkat partisipasi menjadi prediktor penting dalam
meningkatkan kepatuhan sukarela, karena keterlibatan aktif dapat
memperkuat pemahaman dan kesadaran fiskal wajib pajak (Martadinata &
Yasa, 2022). Dalam kajian administrasi perpajakan, efektivitas sosialisasi
pajak sangat dipengaruhi oleh metode atau bentuk penyampaiannya.
Sosialisasi perpajakan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan
utama, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Kedua
bentuk ini dibangun atas dasar teori komunikasi publik dan edukasi fiskal
yang menekankan penyampaian informasi melalui interaksi interpersonal
maupun melalui media massa untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, dan

perilaku wajib pajak (Herawati dkk., 2018).

. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan bentuk edukasi perpajakan yang dilakukan
melalui interaksi tatap muka antara aparatur pajak dengan wajib pajak atau
calon wajib pajak (Amelia dkk., 2025). Melalui pendekatan ini, proses
penyampaian informasi berjalan secara dua arah (two-way communication),
sehingga memungkinkan terjadinya klarifikasi Subjective Norm, diskusi, dan
penjelasan yang lebih mendalam. Bentuk umum sosialisasi langsung
meliputi: A) Seminar perpajakan; B) Workshop atau pelatihan; C)

Penyuluhan langsung di kantor pajak atau pemerintah daerah; D) Konsultasi
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tatap muka. Model ini dinilai efektif karena memberikan ruang bagi wajib
pajak untuk berinteraksi secara langsung dengan petugas pajak, sehingga
dapat meningkatkan pemahaman sekaligus mengurangi kesalahan

interpretasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan penyampaian informasi
perpajakan kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tidak
melibatkan interaksi tatap muka secara langsung (Cyan dkk., 2017). Bentuk
ini memanfaatkan saluran komunikasi massa dan digital untuk menjangkau
audiens yang lebih luas. Bentuk umum sosialisasi tidak langsung meliputi: a)
Media elektronik (radio, televisi, talkshow); b) Media cetak (koran, brosur,
leaflet, spanduk); c¢) Media digital (website, media sosial, e-brochure); d)
Konten multimedia (video edukatif, infografis). Keunggulan pendekatan
sosialisasi tidak langsung terletak pada jangkauan penyebaran informasi yang
lebih luas, biaya pelaksanaan yang relatif lebih rendah, serta konsistensi pesan
yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, metode ini
memiliki keterbatasan karena tidak menyediakan ruang interaksi langsung
antara otoritas pajak dan wajib pajak sebagaimana yang terjadi pada

sosialisasi tatap muka.

Dalam penelitian ini, indikator sosialisasi perpajakan disusun berdasarkan
kerangka teoretis yang dikemukakan oleh (Herawati dkk., 2018) yang
mengklasifikasikan sosialisasi perpajakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu
sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Pembagian tersebut
menjadi landasan penting dalam penentuan indikator penelitian karena
memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai metode
penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi langsung
mencakup kegiatan yang melibatkan interaksi tatap muka antara otoritas
pajak dan masyarakat, seperti seminar, penyuluhan, dan konsultasi

perpajakan.
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Melalui pendekatan ini, wajib pajak dapat memperoleh penjelasan secara
langsung sekaligus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
terkait kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, sosialisasi tidak
langsung dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti media cetak,
media elektronik, dan media digital yang memungkinkan penyebaran
informasi perpajakan kepada masyarakat secara lebih luas tanpa memerlukan

interaksi langsung (Herawati dkk., 2018).

Pendekatan dualistik antara sosialisasi langsung dan tidak langsung tersebut
secara konseptual sejalan dengan kebutuhan penelitian untuk menilai
efektivitas penyampaian informasi perpajakan berdasarkan media dan metode
yang digunakan oleh pemerintah. Dengan demikian, indikator sosialisasi
perpajakan dalam penelitian ini dirumuskan dengan merujuk pada konsep
dasar sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dikemukakan oleh
(Herawati dkk., 2018). Penggunaan kerangka teori ini memberikan dasar
metodologis yang kuat dalam mengukur bagaimana berbagai bentuk
sosialisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman,

pembentukan sikap, serta perilaku kepatuhan wajib pajak.

Teori Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan (service quality) merupakan konsep fundamental dalam
kajian administrasi publik dan manajemen pelayanan, yang menekankan
sejauh mana layanan yang diberikan instansi mampu memenuhi atau
melampaui harapan masyarakat (Baser & Tan, 2023). Dalam berbagai
literatur, kualitas pelayanan dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan
tingkat kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas masyarakat sebagai pengguna
layanan publik. Kualitas pelayanan sebagai tingkat kesenjangan antara
harapan konsumen dengan kinerja aktual yang mereka terima (Zhang dkk.,
2022). Apabila layanan yang diterima lebih rendah dari harapan, konsumen
menilai kualitas pelayanan sebagai buruk, sedangkan apabila layanan

melampaui harapan, maka kualitas dinilai tinggi.
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Selanjutnya kualitas pelayanan merupakan persepsi konsumen terhadap
keunggulan atau superioritas suatu layanan secara keseluruhan (Prakash,
2019). Dengan demikian, persepsi masyarakat menjadi determinan utama
dalam menilai kualitas layanan, bukan hanya standar administratif penyedia
layanan. Kualitas pelayanan merupakan kemampuan penyedia layanan dalam
memberikan pelayanan yang tepat, cepat, akurat, dan memuaskan sehingga
mampu menciptakan pengalaman positif bagi pengguna layanan (Meesala &
Paul, 2018). Definisi ini menggarisbawahi bahwa pelayanan bukan hanya
proses administratif tetapi juga interaksi emosional dan sosial antara petugas

dan pengguna.

Dalam konteks sektor publik, kualitas pelayanan merupakan wujud dari
public service excellence, yaitu cara pemerintah memberikan layanan yang
responsif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat (Zainal Abidin dkk.,
2018). Perspektif ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan merupakan
komponen strategis dari tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Pada bidang perpajakan, kualitas pelayanan menjadi dimensi
penting dalam meningkatkan kepatuhan dan loyalitas wajib pajak. Kualitas
pelayanan perpajakan memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai
kredibilitas otoritas pajak sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan dan
kesediaan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak (Nguvava & Sangar,

2024).

Konsep kualitas pelayanan secara teoretis merujuk pada model SERVQUAL,
model ini menjadi rujukan utama dalam penelitian terkait kualitas pelayanan
sektor publik maupun privat, termasuk perpajakan (Aditia dkk., 2025).
Kualitas pelayanan merupakan salah satu determinan penting dalam menilai
kinerja pelayanan publik, termasuk dalam administrasi perpajakan. Salah satu
model yang paling banyak digunakan untuk mengukur kualitas layanan
adalah SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan
Berry. Model ini menempatkan persepsi pengguna layanan sebagai basis
utama dalam menilai mutu pelayanan yang diberikan oleh organisasi

(Parasuraman dkk., 1988).
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SERVQUAL memandang kualitas pelayanan sebagai sebuah konstruksi

multidimensional yang terdiri dari lima dimensi utama, yaitu tangible,

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kelima dimensi tersebut

digunakan secara luas dalam berbagai konteks pelayanan karena mampu

menggambarkan pengalaman pengguna layanan secara komprehensif (Wirtz

& Zeithaml, 2018). Penelitian-penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa

kerangka SERVQUAL tetap relevan digunakan untuk mengevaluasi kualitas

pelayanan publik maupun layanan berbasis digital (Parasuraman dkk., 1988;

Wirtz & Zeithaml, 2018).

1.

2.

3.

Tangible (bukti fisik), berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, sarana
prasarana, serta penampilan petugas dalam memberikan pelayanan.
Kondisi fisik yang baik mencerminkan kesiapan organisasi dalam
menyelenggarakan pelayanan yang profesional dan meningkatkan
persepsi awal pengguna layanan (Parasuraman dkk., 1988). Dalam
konteks pelayanan publik modern, aspek tangible juga mencakup
kesiapan teknologi layanan dan kenyamanan lingkungan pelayanan
(Wirtz & Zeithaml, 2018).

Reliability (keandalan), kemampuan organisasi untuk memberikan
pelayanan secara akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah
dijanjikan. Keandalan menjadi fondasi utama dalam membangun
kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan. Layanan yang tepat
waktu dan minim kesalahan administratif akan memperkuat persepsi
kredibilitas organisasi (Parasuraman dkk., 1988). Studi empiris terbaru
menunjukkan bahwa reliability merupakan salah satu prediktor paling
kuat terhadap kepuasan pengguna layanan (Engdaw, 2020).
Responsiveness (ketanggapan), yang menggambarkan kesediaan dan
kecepatan petugas dalam membantu masyarakat serta menangani
permintaan layanan. Dimensi ini menekankan pentingnya orientasi
pelayanan yang proaktif dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Respons
yang cepat dan prosedur yang jelas akan meningkatkan pengalaman
layanan serta mengurangi persepsi birokrasi yang lamban (Parasuraman

dkk., 1988).
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4. assurance (jaminan), yang mencakup kompetensi teknis petugas,
kesopanan, serta kemampuan memberikan rasa aman kepada pengguna
layanan. Assurance berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap profesionalitas institusi. Ketika petugas memiliki
pengetahuan yang memadai dan menunjukkan sikap yang meyakinkan,
maka kepercayaan publik terhadap layanan akan meningkat (Parasuraman
dkk., 1988; Wirtz & Zeithaml, 2018).

5. empathy (empati), yaitu kemampuan organisasi dan petugas dalam
memberikan perhatian personal kepada pengguna layanan serta
memahami kebutuhan mereka secara individual. Empati menunjukkan
bahwa pelayanan tidak bersifat mekanistik, melainkan berorientasi pada
manusia sebagai pengguna layanan. Penelitian terbaru menegaskan
bahwa empati berperan penting dalam meningkatkan kepuasan dan
loyalitas pengguna layanan Publik (Engdaw, 2020). Kelima dimensi
SERVQUAL membentuk kerangka analitis yang komprehensif untuk
menilai kualitas pelayanan perpajakan dari perspektif wajib pajak.
Penggunaan model ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi aspek
layanan yang perlu diperkuat guna meningkatkan kepuasan, kepercayaan,

dan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, pemilihan indikator tersebut didasarkan pada
kesesuaiannya dengan karakteristik pelayanan publik di sektor perpajakan
serta kemampuannya dalam menggambarkan persepsi wajib pajak mengenai
kualitas layanan yang mereka terima. Kelima dimensi SERVQUAL
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pelayanan,
mulai dari aspek fisik, keandalan, ketanggapan, dan jaminan profesionalitas,
hingga aspek empati yang bersifat interpersonal. Dengan demikian, indikator
yang digunakan dalam penelitian ini relevan dalam menilai kualitas
pelayanan perpajakan daerah karena mencerminkan standar pelayanan publik
modern dan menggambarkan pengalaman nyata wajib pajak dalam proses

administrasi perpajakan.
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2.3 Teori Loyalitas Wajib Pajak

Loyalitas wajib pajak (taxpayer loyalty) merupakan konsep yang semakin
mendapatkan perhatian dalam literatur perpajakan modern, khususnya dalam
konteks reformasi administrasi perpajakan dan penguatan prinsip voluntary
compliance (Kepatuhan Sukarela). Konsep loyalitas pada awalnya
berkembang dalam kajian pemasaran dan manajemen hubungan pelanggan
(customer relationship management) yang menekankan pentingnya
komitmen jangka panjang antara penyedia layanan dan pengguna. Loyalitas
dipahami sebagai komitmen yang kuat dari individu untuk terus
menggunakan suatu produk atau layanan secara konsisten, meskipun terdapat

pengaruh situasional maupun alternatif pilihan lain (Oliver, 1999).

Dalam konteks perpajakan, konsep loyalitas mengalami penyesuaian karena
hubungan antara pemerintah dan wajib pajak tidak bersifat transaksi
komersial, melainkan didasarkan pada kewajiban hukum dan kontrak sosial
antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, loyalitas wajib pajak tidak
hanya tercermin dari kepatuhan formal dalam membayar pajak, tetapi juga
dari sikap positif, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta kesediaan untuk
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dalam jangka Panjang

(Bodea & LeBas, 2016; Bornman, 2015)

Sejumlah ahli perpajakan mendefinisikan loyalitas wajib pajak sebagai
kesediaan berkelanjutan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya secara sukarela, patuh, dan konsisten, meskipun terdapat
ketidakpastian atau kendala administratif yang mungkin dihadapi (Gangl
dkk., 2015; Horodnic, 2018; Kirchler, 2007). Definisi ini menegaskan bahwa
loyalitas tidak hanya tercermin dalam kepatuhan formal, seperti pelaporan
Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tetapi juga dalam kepatuhan
intrinsik yang mencerminkan komitmen moral serta sikap positif wajib pajak

terhadap sistem perpajakan.
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Feld dan Frey (2002) menjelaskan bahwa loyalitas wajib pajak tidak hanya
terbentuk melalui mekanisme penegakan hukum atau tekanan sanksi, tetapi
juga dipengaruhi oleh hubungan psikologis antara otoritas pajak dan wajib
pajak. Hubungan tersebut berkembang melalui interaksi yang adil, kualitas
pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta penghargaan terhadap
hak dan martabat wajib pajak sebagai warga negara. Ketika otoritas pajak
mampu memperlakukan wajib pajak secara adil dan transparan, maka akan
muncul rasa saling percaya yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Lebih lanjut, pendekatan ini menegaskan bahwa loyalitas wajib pajak tidak
semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi seperti besaran tarif pajak atau
ancaman sanksi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak
terhadap kualitas pelayanan, transparansi kebijakan, serta kredibilitas institusi
perpajakan. Dengan kata lain, semakin positif persepsi wajib pajak terhadap
kinerja dan integritas otoritas pajak, maka semakin besar pula kecenderungan
mereka untuk menunjukkan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan dan loyal

terhadap sistem perpajakan (Feld & Frey, 2002).

Literatur perilaku perpajakan kontemporer menjelaskan bahwa loyalitas
wajib pajak dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu loyalitas sikap
(attitudinal loyalty) dan loyalitas perilaku (behavioral loyalty). Loyalitas
sikap mencerminkan keyakinan, persepsi, dan penilaian positif wajib pajak
terhadap administrasi perpajakan, termasuk tingkat kepercayaan kepada
otoritas pajak dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan (Dick &
Basu, 1994). Sementara itu, loyalitas perilaku menunjukkan tindakan nyata
wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti konsistensi
dalam pelaporan, ketepatan waktu dalam pembayaran pajak, serta partisipasi
dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi perpajakan (Kirchler, 2007).
Penelitian kontemporer juga menegaskan bahwa hubungan antara sikap
positif dan perilaku kepatuhan tersebut berperan penting dalam membangun
komitmen jangka panjang wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Alm &
Torgler, 2011; Gangl dkk., 2015).
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Landasan teoretis loyalitas wajib pajak dibangun dari berbagai teori perilaku
dan psikologi sosial yang banyak digunakan dalam kajian kepatuhan dan
administrasi perpajakan. Teori-teori tersebut memberikan kerangka
konseptual untuk memahami bagaimana sikap, persepsi, hubungan dengan
otoritas pajak, serta persepsi keadilan memengaruhi komitmen jangka
panjang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam
literatur perpajakan, beberapa pendekatan teoritik yang sering digunakan
untuk menjelaskan fenomena ini antara lain (1) Theory of Planned Behavior
(TPB) yang menekankan peran sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku
dalam membentuk niat kepatuhan (Ajzen, 1991), (2) Slippery Slope
Framework (SSF) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi
oleh kombinasi antara kepercayaan kepada otoritas pajak dan kekuatan
penegakan hukum (Kirchler, 2007; Kirchler dkk., 2008), serta (3) Equity
Theory yang menekankan pentingnya persepsi keadilan distributif dan
prosedural dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap suatu
sistem (Adams, 1965). Ketiga pendekatan tersebut memberikan perspektif
yang saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana loyalitas wajib pajak

terbentuk dan dipertahankan dalam sistem perpajakan modern.
1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen
menjelaskan bahwa perilaku individu tidak muncul secara spontan, tetapi
didahului oleh niat (intention) untuk melakukan suatu tindakan. Niat
tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap (attitude), norma
subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan
(perceived behavioral control) (Ajzen, 1991). Kerangka teoritis ini
banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku manusia,
termasuk perilaku kepatuhan dalam konteks perpajakan. Dalam konteks
loyalitas wajib pajak, ketiga komponen TPB dapat menjelaskan
bagaimana sikap dan persepsi wajib pajak berkembang menjadi perilaku

kepatuhan yang konsisten.
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Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan untuk menjelaskan dan
memprediksi perilaku individu dalam berbagai konteks, termasuk
perilaku kepatuhan perpajakan. Teori ini merupakan pengembangan dari
Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan
Ajzen, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang merupakan realisasi
dari niat (intention) untuk melakukan suatu tindakan(Ajzen, 1991).
Selanjutnya, Ajzen (1991) mengembangkan teori tersebut menjadi
Theory of Planned Behavior dengan menambahkan satu determinan
penting, yaitu perceived behavioral control. Menurut TPB, niat seseorang
untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu
sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku
yang dipersepsikan (perceived behavioral control) (Ajzen, 1991). Dalam
perkembangan literatur perpajakan modern, kerangka TPB masih banyak
digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak karena
mampu menggambarkan hubungan antara faktor psikologis dan
keputusan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Khusna &

Subandi, 2025; Kirchler, 2007).

a. Sikap (Attitude)
Sikap (attitude) merupakan evaluasi individu terhadap suatu perilaku
yang didasarkan pada keyakinan mengenai konsekuensi dari perilaku
tersebut. Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bahwa sikap
merupakan akumulasi perasaan individu untuk menerima atau
menolak suatu objek atau tindakan tertentu. Sikap tersebut
dipengaruhi oleh behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu
mengenai hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan serta evaluasi
terhadap hasil tersebut (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan,
wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak cenderung
memiliki niat yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya secara sukarela (Mustikasari, 2007).
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b. Norma Subjektif (Subjective Norm)
Norma subjektif merupakan persepsi individu mengenai tekanan
sosial atau pengaruh dari orang lain dalam menentukan suatu perilaku.
(Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa norma subjektif berkaitan dengan
keyakinan individu mengenai harapan dari orang-orang yang
dianggap penting dalam lingkungannya. Dalam norma subjektif
terdapat individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku
seseorang, yang disebut sebagai referents, seperti keluarga, rekan
kerja, dan lingkungan sosial. Sebelum melakukan suatu tindakan,
individu akan mempertimbangkan harapan normatif dari orang lain
serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs)
(Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, norma subjektif dapat
terbentuk melalui budaya kepatuhan dalam masyarakat, persepsi
terhadap keadilan sistem perpajakan, serta pengaruh lingkungan
sosial terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa tekanan sosial dan norma kepatuhan dalam
lingkungan masyarakat dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya (Talithahandari dkk., 2024).

2. Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral Control)
Kontrol  perilaku persepsian (perceived  behavioral  control)
menggambarkan sejauh mana individu merasa memiliki kemampuan atau
kendali untuk melakukan suatu perilaku. Konsep ini berkaitan dengan
persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu
tindakan (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku persepsian dipengaruhi oleh
pengalaman masa lalu serta persepsi individu mengenai faktor yang dapat
mendukung atau menghambat suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan,
faktor seperti kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan
digital, kejelasan regulasi, serta kualitas layanan perpajakan dapat
meningkatkan persepsi kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan (Purnamasari dkk., 2024).
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Secara umum, Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika
individu memiliki sikap positif terhadap suatu perilaku, memperoleh
dukungan sosial dari lingkungannya, serta merasa memiliki kemampuan
untuk melakukan perilaku tersebut, maka individu tersebut akan memiliki
niat yang lebih kuat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat tersebut
kemudian mempengaruhi terbentuknya perilaku kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ajzen, 1991; Kirchler,

2007).

Gambar 2.1 Konsep Theory of Planned Behavior
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Sumber: perceived behavioral control (Jogiyanto, 2007)

Dengan demikian, TPB memberikan landasan teoritis bahwa loyalitas
wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum, tetapi juga
oleh sikap positif terhadap pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta

persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Slippery Slope Framework (SSF)

Slippery Slope Framework (SSF) yang dikembangkan oleh Erich Kirchler
bersama Erich Hoelzl dan Ingrid Wahl menjelaskan hubungan antara

otoritas pajak dan wajib pajak melalui dua dimensi utama, yaitu kekuatan
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otoritas pajak (power of authorities) dan tingkat kepercayaan wajib pajak
terhadap otoritas tersebut (trust in authorities) (Kirchler dkk., 2008).
Kerangka ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak dan dalam konteks
yang lebih luas loyalitas wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh
pengawasan dan sanksi, tetapi juga oleh kualitas hubungan institusional
antara otoritas pajak dan masyarakat. Dalam perspektif SSF, kepatuhan
pajak dapat terbentuk melalui dua mekanisme utama, yaitu kepatuhan
yang didorong oleh kekuatan otoritas dan kepatuhan yang lahir dari

kepercayaan terhadap institusi pajak.

a. Kekuatan otoritas pajak
Kekuatan otoritas mencerminkan kemampuan otoritas pajak dalam
menegakkan regulasi melalui mekanisme pengawasan, audit, sanksi
administrasi, serta penegakan hukum. Kekuatan ini berperan penting
dalam memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Namun, kepatuhan yang muncul dari
kekuatan otoritas biasanya menghasilkan enforced compliance, yaitu
kepatuhan yang bersifat terpaksa karena wajib pajak merasa berada di
bawah pengawasan atau menghadapi risiko sanksi. Kepatuhan
semacam ini dapat meningkatkan tingkat pembayaran pajak dalam
jangka pendek, tetapi belum tentu menghasilkan loyalitas jangka
panjang karena perilaku patuh sering kali hanya muncul ketika tingkat

pengawasan tinggi (Kirchler dkk., 2008).

b. Kepercayaan terhadap otoritas pajak
Selain kekuatan otoritas, SSF menekankan pentingnya dimensi
kepercayaan. Kepercayaan terbentuk ketika wajib pajak merasa
diperlakukan secara adil, memperoleh pelayanan yang profesional,
serta melihat transparansi dalam proses administrasi perpajakan.
Kepercayaan ini memiliki peran penting dalam menciptakan
voluntary compliance, yaitu kepatuhan yang lahir dari kesadaran dan
keyakinan bahwa sistem perpajakan dijalankan secara akuntabel dan

berpihak pada kepentingan publik. Dalam kondisi tersebut,
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pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang
dipaksakan, melainkan sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan

penyediaan layanan publik (Gangl dkk., 2015; Kirchler dkk., 2008).

Sejumlah penelitian berbasis SSF menunjukkan bahwa loyalitas wajib
pajak lebih erat terkait dengan kepatuhan sukarela yang berbasis
kepercayaan dibandingkan dengan kepatuhan yang dipaksakan melalui
pengawasan. Ketika otoritas pajak mampu membangun hubungan yang
transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak,
maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat dan mendorong

komitmen jangka panjang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam praktik administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan publik
menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun kepercayaan
tersebut. Pelayanan yang responsif, andal, memberikan kepastian, serta
menunjukkan empati terhadap kebutuhan wajib pajak dapat
meningkatkan persepsi positif terhadap institusi pajak. Dukungan
teknologi dalam layanan perpajakan juga berkontribusi memperkuat
transparansi dan kemudahan akses layanan. Melalui mekanisme tersebut,
kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dapat tumbuh dan pada

akhirnya memperkuat loyalitas wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
4. Equity Theory dan Distributive Justice

Equity Theory yang diperkenalkan oleh John Stacey Adams menjelaskan
bahwa individu cenderung menunjukkan sikap dan perilaku positif ketika
mereka merasa diperlakukan secara adil dalam suatu sistem. Dalam
konteks perpajakan, persepsi mengenai keadilan menjadi salah satu
faktor penting yang memengaruhi loyalitas wajib pajak. Ketika wajib
pajak menilai bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil dan
proporsional, mereka cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat

untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.
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a. Keadilan tarif pajak (tax rate fairness)
Keadilan tarif pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai
apakah tarif pajak yang dikenakan dianggap wajar dan proporsional
dengan kemampuan ekonominya. Wajib pajak cenderung lebih
menerima sistem perpajakan apabila tarif pajak dipandang adil dan
tidak membebani secara berlebihan. Sebaliknya, persepsi bahwa tarif
pajak terlalu tinggi, tidak proporsional, atau tidak sesuai dengan
kapasitas ekonomi dapat menimbulkan ketidakpuasan yang pada
akhirnya menurunkan loyalitas terhadap sistem perpajakan (Kirchler,

2007).

b. Keadilan distribusi manfaat publik (distributive justice)

Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana manfaat dari pajak yang
dikumpulkan  didistribusikan ~ kepada  masyarakat = melalui
pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun program
sosial. Wajib pajak cenderung menunjukkan tingkat loyalitas yang
lebih tinggi ketika mereka melihat bahwa pajak yang dibayarkan
digunakan secara nyata untuk kepentingan publik. Sebaliknya, ketika
manfaat pajak tidak terlihat secara jelas atau dianggap tidak merata,
persepsi keadilan dapat menurun dan berdampak pada komitmen
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Gangl dkk.,
2015; Kirchler, 2007).

c. Keadilan prosedural (procedural justice)
Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana proses administrasi
dan pelayanan perpajakan dijalankan oleh otoritas pajak. Prosedur
yang transparan, tidak diskriminatif, mudah diakses, serta bebas dari
praktik penyimpangan akan meningkatkan persepsi keadilan di mata
wajib pajak. Pelayanan yang profesional dan konsisten juga berperan
penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi pajak

(Kirchler, 2007).
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Secara keseluruhan, teori keadilan menjelaskan bahwa loyalitas wajib
pajak tidak hanya dibentuk oleh kekuatan otoritas atau ancaman sanksi,
tetapi juga oleh persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil,
bermanfaat, dan profesional. Dengan demikian, loyalitas wajib pajak
dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi
oleh faktor psikologis, sosial, serta persepsi keadilan dalam sistem
perpajakan. Dalam kerangka ini, Theory of Planned Behavior
menjelaskan determinan psikologis perilaku, Slippery Slope Framework
menekankan hubungan antara kekuatan otoritas dan kepercayaan,
sementara Equity Theory menyoroti pentingnya persepsi keadilan dalam
membentuk komitmen jangka panjang wajib pajak terhadap sistem

perpajakan.

Dalam literatur perpajakan modern, loyalitas wajib pajak dipahami
sebagai konstruksi multidimensi yang diadaptasi dari konsep loyalitas
konsumen dalam manajemen pemasaran. Adaptasi ini dilakukan karena
hubungan antara pemerintah dan wajib pajak memiliki karakteristik yang
serupa dengan hubungan organisasi dan pelanggan, yaitu melibatkan
persepsi, pengalaman layanan, serta komitmen jangka panjang terhadap

suatu institusi (Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999).

Oleh karena itu, loyalitas wajib pajak tidak hanya tercermin dalam
kepatuhan sesaat, tetapi lebih pada komitmen berkelanjutan yang
dipengaruhi oleh faktor kognitif, afektif, sikap, dan perilaku. Dalam
berbagai studi perilaku perpajakan, loyalitas wajib pajak umumnya
dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu loyalitas sikap, loyalitas

perilaku, loyalitas afektif, dan loyalitas kognitif (Kirchler, 2007).

. Loyalitas Sikap (Attitudinal Loyalty)

Loyalitas sikap merujuk pada kecenderungan internal wajib pajak berupa
persepsi, keyakinan, dan preferensi positif terhadap sistem perpajakan
dan otoritas pajak. Dimensi ini mencerminkan komitmen psikologis yang
mendorong kesediaan wajib pajak untuk mendukung kebijakan

perpajakan secara berkelanjutan. Sikap positif terhadap pajak biasanya
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terbentuk ketika wajib pajak meyakini bahwa pajak memberikan manfaat

nyata bagi pembangunan nasional dan pelayanan publik (Kirchler, 2007).

Indikator loyalitas sikap meliputi keyakinan bahwa pajak memberikan
manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik, persepsi bahwa
administrasi perpajakan dikelola secara profesional dan dapat dipercaya,
serta sikap positif terhadap regulasi perpajakan, reformasi administrasi,
dan digitalisasi layanan. Loyalitas sikap berperan sebagai fondasi
pembentukan kepatuhan jangka panjang karena sikap positif cenderung
memengaruhi niat dan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban

perpajakan (Ajzen, 1991).

. Loyalitas Perilaku (Behavioral Loyalty)

Loyalitas perilaku berfokus pada tindakan nyata wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimensi ini relatif lebih mudah
diamati dan diukur karena berkaitan dengan aktivitas administratif yang
dilakukan wajib pajak secara rutin. Indikator loyalitas perilaku mencakup
kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu,
ketepatan dalam membayar pajak sesuai ketentuan, konsistensi dalam
menggunakan saluran layanan resmi seperti e-filing dan e-billing, serta
partisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi perpajakan.

Loyalitas perilaku mencerminkan komitmen nyata yang dapat diverifikasi
melalui data administrasi perpajakan dan menunjukkan sejauh mana
keyakinan serta sikap positif wajib pajak diterjemahkan menjadi perilaku

konkret (Gangl dkk., 2015).

. Loyalitas Afektif (Affective Loyalty)

Loyalitas afektif menggambarkan keterikatan emosional wajib pajak
terhadap otoritas pajak yang terbentuk melalui pengalaman pelayanan
yang positif. Loyalitas ini berkembang ketika wajib pajak merasa
dihargai, diperlakukan secara adil, serta memperoleh pelayanan yang
profesional dari petugas pajak. Faktor yang membentuk loyalitas afektif
antara lain pengalaman pelayanan yang positif dan konsisten, sikap ramah

serta responsif dari petugas pajak, serta persepsi bahwa pelayanan
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dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penelitian menunjukkan
bahwa pengalaman pelayanan yang positif dapat memperkuat hubungan
emosional antara wajib pajak dan otoritas pajak sehingga mendorong
kepatuhan sukarela dalam jangka panjang (Gangl dkk., 2015; Kirchler,
2007)

8. Loyalitas Kognitif (Cognitive Loyalty)
Loyalitas kognitif didasarkan pada penilaian rasional wajib pajak
terhadap manfaat, efisiensi, dan kemudahan yang diperoleh dari sistem
perpajakan. Loyalitas ini terbentuk ketika wajib pajak menilai bahwa
sistem perpajakan memberikan nilai tambah baik dari sisi prosedural,
biaya, maupun kemudahan akses. Indikator loyalitas kognitif meliputi
persepsi terhadap efisiensi pelayanan perpajakan, kejelasan dan
kesederhanaan regulasi, rendahnya biaya kepatuhan (compliance cost),
serta manfaat dari digitalisasi layanan seperti e-filing, e-billing, dan
sistem administrasi berbasis teknologi. Dalam era modernisasi
perpajakan, dimensi kognitif menjadi semakin penting karena inovasi
teknologi dan penyederhanaan prosedur dapat meningkatkan efisiensi
pelayanan serta memperkuat komitmen wajib pajak terhadap sistem

perpajakan.

Dalam penelitian administrasi perpajakan, pemahaman multidimensional
mengenai loyalitas wajib pajak menjadi penting karena dapat menjelaskan
hubungan antara kualitas pelayanan perpajakan, efektivitas sosialisasi, serta
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dalam mendorong
kepatuhan yang berkelanjutan. Teori komitmen dan kepercayaan
(Commitment—Trust Theory) yang dikemukakan oleh Robert M. Morgan dan
Shelby D. Hunt menjelaskan bahwa loyalitas dalam suatu hubungan
dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan (trust) dan komitmen

(commitment) (Morgan & Hunt, 1994).
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Penelitian ini menggunakan empat dimensi loyalitas wajib pajak, yaitu
loyalitas sikap (attitudinal loyalty), loyalitas perilaku (behavioral loyalty),
loyalitas afektif (affective loyalty), dan loyalitas kognitif (cognitive loyalty)
(Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999). Dimensi loyalitas sikap berkaitan dengan
persepsi dan keyakinan positif wajib pajak terhadap manfaat pajak dan
kualitas pelayanan. Loyalitas perilaku mencerminkan tindakan nyata dalam
memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak
tepat waktu. Loyalitas afektif menunjukkan keterikatan emosional yang
terbentuk melalui pengalaman pelayanan yang adil dan profesional,
sedangkan loyalitas kognitif berkaitan dengan penilaian rasional wajib pajak
terhadap efisiensi pelayanan, kejelasan regulasi, serta kemudahan prosedur
perpajakan (Gangl dkk., 2015). Dengan demikian, penggunaan keempat
dimensi tersebut memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengukur
loyalitas wajib pajak secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan
penelitian memahami bagaimana sosialisasi perpajakan dan kualitas
pelayanan dapat memengaruhi loyalitas wajib pajak melalui pembentukan

kepercayaan dan komitmen terhadap otoritas pajak.

Teori Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu konsep penting dalam kajian
administrasi publik karena berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Menurut Choudhory (2008) dalam (Dwiyanto, 2018) berbagai
istilah sering digunakan untuk menjelaskan fenomena kepercayaan, seperti
confidence, reliability, dan trustworthiness. Perbedaan penggunaan istilah
tersebut merupakan hal yang wajar karena konsep kepercayaan publik
bersifat multidimensional dan menjadi objek kajian dari berbagai disiplin

ilmu, seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, dan administrasi publik.
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Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai konsep
kepercayaan. Duek (1997) serta Kramer dan Tyler (1995) dalam (Blind,
2007) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan hubungan interpersonal
yang kompleks dan bersifat abstrak yang berkaitan dengan organisasi atau
institusi tertentu. Dalam perspektif psikologi, kepercayaan dipahami sebagai
proses kognitif internal yang terjadi antara pihak yang mempercayai dan
pihak yang dipercaya (Dwiyanto, 2018). Sementara itu, dalam perspektif
ekonomi, kepercayaan dipandang sebagai harapan rasional yang bersifat
kalkulatif terhadap hasil yang akan diberikan oleh suatu organisasi atau pihak
lain (Dwiyanto, 2018; Kim, 2010; Williamson, 1993). Berdasarkan berbagai
pandangan tersebut, kepercayaan publik secara umum dapat diartikan sebagai
sikap yang menggambarkan adanya hubungan saling memahami dan saling

percaya antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kepercayaan publik mencerminkan keyakinan
masyarakat bahwa pemerintah dan aparatur negara menjalankan tugasnya
secara sah, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
publik. Konsep kepercayaan publik juga dapat dijelaskan melalui teori modal
sosial yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Menurut (Putnam dkk.,
1994) modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan

kepercayaan dalam membangun kerja sama dalam masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, keberadaan modal sosial yang kuat dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem

perpajakan. Teori modal sosial ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

1. Jaringan sosial (social networks), yaitu hubungan dan keterlibatan
individu dalam komunitas atau kelompok sosial.

2. Norma sosial (social norms), yaitu nilai dan aturan yang mengatur
perilaku individu dalam masyarakat.

3. Kepercayaan (trust), yaitu keyakinan bahwa individu atau institusi

akan bertindak dengan itikad baik dan dapat dipercaya.



56

Dalam konteks perpajakan, kepercayaan publik merujuk pada keyakinan

wajib pajak terhadap sistem perpajakan serta institusi pemerintah yang

mengelola pajak. Kepercayaan ini berperan penting dalam mendorong

kepatuhan sukarela dan loyalitas wajib pajak. Menurut (Choudhury, 2008),

kepercayaan publik dalam sistem perpajakan dapat dijelaskan melalui tiga

dimensi utama, yaitu:

a.

b.

Confidence (Kepercayaan diri)

Dimensi ini merujuk pada sejauh mana wajib pajak merasa yakin
terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki
tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap sistem perpajakan
cenderung lebih bersedia memenuhi kewajiban pajaknya tanpa paksaan
eksternal. Kepercayaan tersebut dapat terbentuk melalui edukasi
perpajakan yang baik serta transparansi dalam kebijakan perpajakan.
Reliability (Keandalan)

Keandalan berkaitan dengan keyakinan bahwa pemerintah menjalankan
sistem perpajakan secara konsisten dan profesional. Dimensi ini
mencerminkan kemampuan institusi pajak dalam memberikan
pelayanan yang adil, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses
administrasi perpajakan.

Trustworthiness (Kredibilitas)

Dimensi ini merujuk pada persepsi wajib pajak terhadap integritas dan
transparansi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Ketika
wajib pajak menilai bahwa pemerintah bertindak secara adil, tidak
diskriminatif, serta menggunakan pajak untuk kepentingan publik
secara efektif, maka tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan

akan semakin meningkat.

Meskipun teori modal sosial relevan dalam menjelaskan terbentuknya

kepercayaan publik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan pajak merupakan faktor yang sangat

menentukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas

pajak.
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Transparansi sistem perpajakan serta efektivitas pengelolaan pajak oleh
pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan
wajib pajak. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipandang sebagai
faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan loyalitas wajib
pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem perpajakan akan
mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan pajak secara sukarela

dan berkelanjutan.

Teori Perilaku Konsumen

Penelitian ini mengadopsi teori perilaku konsumen dengan mengadaptasi
peran konsumen menjadi stakeholder, yaitu wajib pajak. Pendekatan ini
relevan karena perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
memiliki kemiripan dengan proses pengambilan keputusan konsumen dalam
membeli produk atau jasa. Konsumen umumnya mempertimbangkan
berbagai faktor sebelum melakukan pembelian, seperti manfaat yang
diperoleh, persepsi terhadap kualitas layanan, serta pengalaman sebelumnya

(Kotler & Keller, 2015).

Demikian pula dalam konteks perpajakan, wajib pajak mempertimbangkan
berbagai aspek sebelum memutuskan untuk memenuhi kewajiban
perpajakan, seperti manfaat dari kepatuhan pajak, persepsi terhadap sistem
perpajakan, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak.
Selain itu, faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku
konsumen, seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap juga berperan
dalam membentuk perilaku wajib pajak (Solomon & Behavior, 1994). Oleh
karena itu, teori perilaku konsumen yang dimodifikasi dapat digunakan
sebagai kerangka konseptual untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi loyalitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
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Dalam literatur perpajakan modern, pendekatan perilaku ini juga digunakan
untuk menjelaskan bagaimana pengalaman pelayanan, tingkat kepercayaan
terhadap otoritas pajak, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan
mempengaruhi kepatuhan dan loyalitas wajib pajak (Alm & Torgler, 2011;
Kirchler, 2007)

1. Proses Keputusan Wajib Pajak

Dalam teori perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan individu

umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu pengenalan masalah,

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan
perilaku pasca-keputusan (Kotler & Keller, 2015; Solomon & Behavior,

1994). Model tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana wajib

pajak mengambil keputusan dalam memenuhi kewajiban berikut :

a. Pengenalan Masalah, yaitu ketika wajib pajak menyadari adanya
kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran ini dipicu oleh regulasi
pemerintah, kewajiban hukum, maupun sanksi bagi wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya.

b. Pencarian Informasi, di mana wajib pajak mencari berbagai
informasi yang berkaitan dengan sistem perpajakan, seperti prosedur
pembayaran pajak, kewajiban pelaporan, serta manfaat dari kepatuhan
pajak. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber,
termasuk sosialisasi perpajakan melalui seminar, media sosial,
maupun kampanye edukasi.

c. Evaluasi Alternatif, yaitu ketika wajib pajak mempertimbangkan
berbagai pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk
kemudahan sistem pembayaran pajak serta insentif yang diberikan
oleh pemerintah. Selanjutnya, pada tahap keputusan, wajib pajak
memutuskan untuk membayar pajak atau menunda kewajibannya.
Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas
pelayanan petugas pajak, transparansi sistem perpajakan, serta

kemudahan akses teknologi pembayaran pajak.
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d. Perilaku Pasca-Keputusan, yang berkaitan dengan pengalaman
wajib pajak setelah melakukan pembayaran pajak. Apabila wajib
pajak merasa puas terhadap sistem perpajakan dan kualitas pelayanan
yang diterima, maka pengalaman tersebut dapat meningkatkan
loyalitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara
berkelanjutan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa
pengalaman pelayanan yang positif serta interaksi yang baik dengan
otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan loyalitas

wajib pajak (Gangl dkk., 2015)

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak

Menurut (Solomon & Behavior, 1994), perilaku konsumen dipengaruhi

oleh beberapa faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi,

pembelajaran, dan sikap. Faktor-faktor tersebut juga dapat digunakan
untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan.

a. Motivasi merupakan dorongan internal yang mendorong individu
untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, motivasi
wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti insentif
pajak, sanksi perpajakan, serta manfaat sosial dari kepatuhan pajak.

b. Persepsi berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menafsirkan
informasi mengenai sistem perpajakan. Persepsi yang positif terhadap
keadilan dan transparansi sistem perpajakan dapat meningkatkan
kepatuhan dan loyalitas wajib pajak.

c. Pembelajaran merujuk pada proses di mana wajib pajak memperoleh
pemahaman mengenai kewajiban perpajakan melalui pengalaman
maupun informasi yang diberikan oleh otoritas pajak. Sosialisasi
perpajakan yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami
prosedur dan manfaat perpajakan dengan lebih baik sehingga

meningkatkan partisipasi dalam sistem perpajakan.
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d. Sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak juga berperan penting
dalam membentuk perilaku kepatuhan. Sikap tersebut dipengaruhi
oleh pengalaman, informasi yang diterima, serta interaksi wajib pajak
dengan sistem perpajakan. Sikap positif terhadap pajak dapat
terbentuk apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka
bayarkan digunakan secara efektif untuk pembangunan dan pelayanan
publik. Dalam hal ini, kualitas pelayanan perpajakan yang cepat,
transparan, dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan serta

kepuasan wajib pajak.

Pada akhirnya, loyalitas wajib pajak merupakan hasil dari kombinasi
motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Oleh karena itu, sosialisasi
perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan pajak memiliki peran penting

dalam membangun loyalitas wajib pajak dalam jangka panjang.

3. Loyalitas Wajib Pajak sebagai Stakeholder

Loyalitas wajib pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan loyalitas

pelanggan yang diadaptasi ke dalam konteks hubungan antara pemerintah

dan stakeholder. (Oliver, 1999) menjelaskan bahwa loyalitas berkembang
melalui empat tahapan, yaitu loyalitas kognitif, loyalitas afektif, loyalitas
konatif, dan loyalitas tindakan.

a. Loyalitas kognitif terjadi ketika wajib pajak memiliki pemahaman
yang kuat mengenai pentingnya membayar pajak serta manfaat yang
diperoleh dari kepatuhan pajak. Pemahaman ini dapat terbentuk
melalui sosialisasi perpajakan yang memberikan edukasi mengenai
kewajiban pajak dan transparansi penggunaan pajak dalam
pembangunan negara.

b. Loyalitas afektif berkaitan dengan keterikatan emosional wajib pajak
terhadap sistem perpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa
pemerintah bertindak secara adil dan transparan dalam mengelola
pajak, maka mereka cenderung memiliki sikap positif dan loyal

terhadap sistem perpajakan.
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c. Loyalitas konatif menggambarkan niat wajib pajak untuk terus
memenuhi  kewajiban perpajakan secara konsisten. Kualitas
pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak berperan penting dalam
membangun loyalitas ini.

d. Loyalitas tindakan, yaitu manifestasi nyata dari kesetiaan wajib pajak
terhadap sistem perpajakan yang ditunjukkan melalui pembayaran
pajak secara berkelanjutan tanpa adanya dorongan eksternal.
Loyalitas ini terbentuk melalui kombinasi antara edukasi perpajakan
yang efektif dan kualitas pelayanan yang baik, sehingga menciptakan
pengalaman positif bagi wajib pajak dalam menjalankan

kewajibannya.

2.6 Teori Loyalitas Stakeholder

Teori loyalitas stakeholder merupakan pengembangan dari konsep loyalitas
pelanggan yang menekankan pentingnya hubungan jangka panjang antara
organisasi dan para pemangku kepentingannya (Freeman, 2010). Dalam
konteks perpajakan, loyalitas stakeholder mencerminkan hubungan jangka
panjang antara wajib pajak dan otoritas pajak, di mana kepatuhan dan
pembayaran pajak yang dilakukan secara berkelanjutan dapat dipandang
sebagai bentuk loyalitas wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Literatur
perpajakan modern juga menjelaskan bahwa loyalitas wajib pajak berkaitan
dengan kualitas hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, termasuk
persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan serta pengalaman pelayanan
yang diterima (Gangl dkk., 2015; Kirchler, 2007). Loyalitas wajib pajak tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman dan kesadaran
mengenai pentingnya membayar pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal
seperti kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan perpajakan, serta
transparansi dalam pengelolaan pajak. Hubungan yang positif antara otoritas
pajak dan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan
memperkuat komitmen jangka panjang terhadap sistem perpajakan (Alm &

Torgler, 2011).
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Dalam kerangka teori ini, loyalitas stakeholder dapat dilihat melalui beberapa
dimensi utama, antara lain kepuasan terhadap pelayanan perpajakan,
kepercayaan terhadap pemerintah, serta persepsi wajib pajak terhadap
manfaat pajak yang telah dibayarkan. Sosialisasi perpajakan menjadi salah
satu faktor penting yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran
wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, kualitas
pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, seperti kemudahan akses
layanan, efisiensi proses administrasi, serta sikap profesional petugas pajak,
dapat menciptakan pengalaman positif bagi wajib pajak dan memperkuat
hubungan jangka panjang mereka dengan sistem perpajakan. Lebih lanjut,
teori loyalitas stakeholder juga menekankan pentingnya kepercayaan publik
sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara wajib pajak dan otoritas
pajak. Kepercayaan publik terhadap institusi pajak dipengaruhi oleh persepsi
masyarakat mengenai integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah
dalam mengelola dana pajak. Apabila wajib pajak meyakini bahwa pajak
yang mereka bayarkan digunakan secara adil dan untuk kepentingan publik,
maka tingkat loyalitas mereka terhadap pembayaran pajak akan semakin kuat.
Oleh karena itu, upaya membangun dan mempertahankan kepercayaan publik
menjadi strategi penting dalam meningkatkan loyalitas stakeholder dalam

sistem perpajakan (Gangl dkk., 2015).

Konsep Dasar Pembangunan Daerah dan Manajemen Regional

Pembangunan daerah (regional development) merupakan proses terencana
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan
kelembagaan suatu wilayah secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi
pembangunan, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan pembangunan,
pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
serta penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah (Todaro & Smith,

2009).
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Secara konseptual, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari
kerangka desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Desentralisasi
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan
mengelola sumber daya daerah serta menentukan prioritas pembangunan
sesuai dengan kebutuhan lokal. (Rondinelli, 1981) menjelaskan bahwa
desentralisasi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas
pembangunan wilayah karena memungkinkan proses pengambilan keputusan
yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kondisi
lokal. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam (Undang-
Undang, 2014) yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan
untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah.

Dalam kajian pembangunan wilayah modern, konsep manajemen regional
(regional management) memegang peran strategis dalam mengelola proses
pembangunan daerah. Manajemen regional merupakan pendekatan
pengelolaan pembangunan yang menekankan koordinasi kebijakan, integrasi
sumber daya, serta efektivitas tata kelola antaraktor pembangunan di tingkat

daerah (Stohr & Taylor, 1981).

Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama yang
bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya pembangunan,
membangun jaringan kebijakan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, kapasitas institusional
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, dan
menjaga akuntabilitas pemerintahan menjadi faktor penting dalam
keberhasilan manajemen regional (Eade & Williams, 1995). Selain itu,
perspektif manajemen regional juga menekankan pentingnya keterlibatan
masyarakat serta kolaborasi antar-stakeholder dalam proses pembangunan.
Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya
bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada kerja sama antara sektor

publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Pierre & Peters, 2005).
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Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah untuk membangun
kemitraan dan kerja sama lintas sektor menjadi salah satu faktor penting
dalam meningkatkan efektivitas pembangunan regional. Salah satu indikator
penting keberhasilan manajemen regional adalah kemampuan pemerintah
daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan
sumber pembiayaan pembangunan yang mencerminkan tingkat kemandirian
fiskal suatu daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat umumnya
memiliki kemampuan lebih baik dalam menyediakan layanan publik,
memperkuat investasi daerah, serta meningkatkan daya saing wilayah (Bahl
& Bird, 2008). Dalam struktur PAD, pajak daerah menjadi salah satu sumber
penerimaan utama yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan

pembangunan daerah.

Dalam kerangka manajemen regional, efektivitas pemungutan pajak daerah
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas tata kelola pemerintahan
daerah, efektivitas komunikasi pemerintah dalam melakukan sosialisasi
kebijakan, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah yang mampu membangun hubungan yang transparan,
kredibel, dan partisipatif dengan masyarakat cenderung memiliki tingkat
kepercayaan publik yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kepatuhan dan loyalitas wajib pajak (Levi & Stoker, 2000).
Dengan demikian, pembangunan daerah dan manajemen regional merupakan
dua konsep yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Pembangunan
daerah membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat, sementara
manajemen regional memberikan kerangka pengelolaan yang memungkinkan
pemerintah daerah menjalankan fungsi pembangunan secara efektif. Sinergi
antara kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi peningkatan
pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang kredibel dan berorientasi

pada pelayanan publik.
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2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan
kausal antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Kualitas Pelayanan
(X2) terhadap Loyalitas Wajib Pajak (Y) dengan Kepercayaan Publik (M)
sebagai variabel mediasi. Hubungan antarvariabel dalam kerangka berpikir
ini didasarkan pada landasan teori serta temuan empiris dari penelitian

sebelumnya.

Secara konseptual, sosialisasi perpajakan merupakan instrumen penting
untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban,
prosedur perpajakan, serta manfaat pajak yang dibayarkan kepada negara.
Melalui sosialisasi yang efektif, otoritas pajak dapat mengurangi asimetri
informasi sekaligus meningkatkan kesadaran dan sikap positif wajib pajak
terhadap sistem perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
kualitas sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan persepsi wajib pajak
terhadap transparansi dan kredibilitas institusi perpajakan, sehingga
mendorong terbentuknya kepercayaan terhadap otoritas pajak (Chen Loo
dkk., 2009). Ketika pengetahuan dan pemahaman wajib pajak meningkat,
maka akan muncul rasa percaya terhadap pemerintah yang pada akhirnya
dapat memperkuat loyalitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.

Di sisi lain, kualitas pelayanan merupakan komponen penting dalam
hubungan antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan masyarakat
sebagai pengguna layanan. Teori kualitas pelayanan menyatakan bahwa
pelayanan yang responsif, akurat, cepat, dan ramah dapat meningkatkan
kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik (Zeithaml
dkk., 2000). Dalam konteks perpajakan, pelayanan yang diberikan oleh
otoritas pajak seperti kejelasan informasi, profesionalitas petugas,
aksesibilitas layanan digital, serta kemudahan penyelesaian masalah memiliki
peran penting dalam membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap

institusi perpajakan (Belahouaoui & Attak, 2025)
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Selanjutnya, kepercayaan publik berperan sebagai variabel mediasi yang
menjembatani pengaruh sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan
terhadap loyalitas wajib pajak. Trust Theory menjelaskan bahwa kepercayaan
terbentuk melalui evaluasi terhadap kemampuan (ability), niat baik
(benevolence), dan integritas (integrity) dari pihak yang diberi kepercayaan
(Mayer dkk., 1995). Dalam konteks perpajakan, kepercayaan publik muncul
ketika wajib pajak meyakini bahwa institusi perpajakan memiliki kompetensi,
integritas, serta komitmen dalam mengelola penerimaan negara secara
transparan dan akuntabel. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa
tingkat kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam membentuk
kepatuhan dan loyalitas wajib pajak (Kirchler dkk., 2008). Ketika tingkat
kepercayaan meningkat, wajib pajak cenderung lebih menerima kebijakan

perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Pada akhirnya, loyalitas wajib pajak merupakan hasil dari interaksi antara
pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi perpajakan, persepsi wajib
pajak terhadap kualitas pelayanan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap
otoritas pajak. Loyalitas wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan
berkelanjutan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu
serta mendukung kebijakan perpajakan pemerintah (Saad, 2014). Sejumlah
penelitian juga menunjukkan bahwa loyalitas wajib pajak tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tarif pajak atau kebijakan fiskal,
tetapi juga oleh faktor psikologis seperti kepercayaan, persepsi keadilan, serta
pengalaman pelayanan yang diterima dari otoritas pajak (Rachmawan dkk.,
2020).
Tabel 2.1 Konstruksi Teoritis

No Teori Pencetus Konsep Inti Posisi dalam | Variabel
Penelitian
1 | Theory of Icek Ajzen Perilaku Menjelaskan Loyalitas
Planned (1991) dipengaruhi dasar
Behavior oleh sikap, keputusan
norma wajib pajak
subjektif, dan | dalam
kontrol patuh/tidak
perilaku
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No Teori Pencetus Konsep Inti Posisi dalam | Variabel
Penelitian
2 | Teori OECD (2021), Komunikasi Instrumen Sosialisasi
Sosialisasi Rachmawan dkk | kebijakan membangun
Perpajakan (2020), Saad membentuk literasi fiskal
(2014), Susan pemahaman masyarakat
Betts (2022) dan kesadaran
pajak
3 | Teori Kualitas | A. Parasuraman, | Kualitas Representasi Pelayanan
Pelayanan Valarie layanan performa
(SERVQUAL) | Zeithaml, memengaruhi | institusi dalam
Leonard Berry kepuasan dan | interaksi
(2000), persepsi langsung
publik
4 | Teori Margaret Levi Trust sebagai | Variabel Trust
Kepercayaan (2000), Chen legitimasi mediasi antara
Publik Loo dkk (2009) | institusi dan kebijakan dan
dasar perilaku
kepatuhan
sukarela
5 | Teori Oliver (1999) Loyalitas Outcome dari | Loyalitas
Loyalitas sebagai relasi fiskal
komitmen yang kuat
berulang
terhadap
sistem

Sumber: Diolah Peneliti dari berbagai sumber, 2025

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, penelitian ini
berasumsi bahwa sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan memiliki
pengaruh langsung terhadap loyalitas wajib pajak, namun pengaruh tersebut
dapat menjadi lebih kuat apabila dimediasi oleh kepercayaan publik. Dengan
demikian, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bahwa
peningkatan kualitas sosialisasi perpajakan dan pelayanan publik.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sosialisasi
Perpajakan (X1)

Loyalitas Waijib Pajak
(Y)

v

Public Trust (M)

Kualitas Pelayanan
(X2)

Sumber: Diolah Peneliti, 2025
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2.9 Hipotesis
Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir
yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka penelitian ini
merumuskan tujuh hipotesis utama. Setiap hipotesis menggambarkan
hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan, Kepercayaan publik, dan loyalitas wajib

pajak. Formulasi hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi perpajakan diperkirakan memberikan pengaruh positif
terhadap loyalitas wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan
informatif diyakini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan persepsi
positif wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk tetap patuh dan
berkomitmen memenuhi kewajibannya (Rachmawan dkk., 2020; Saad,
2014). Dengan demikian, diajukan:

Hi: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap loyalitas wajib pajak.

Kedua, kualitas pelayanan otoritas pajak juga diprediksi memberikan dampak
signifikan terhadap loyalitas wajib pajak. Berdasarkan model SERVQUAL,
pelayanan publik yang berkualitas reliability, responsiveness, assurance,
empathy, dan tangibles akan membentuk persepsi positif wajib pajak
sehingga meningkatkan loyalitas mereka (Zeithaml dkk., 2000). Oleh karena
itu, dirumuskan:

H»: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas wajib pajak.

Ketiga, sosialisasi perpajakan yang efektif diperkirakan mampu
meningkatkan Kepercayaan publik. Ketika wajib pajak memperoleh
informasi yang jelas, konsisten, dan transparan, kepercayaan mereka terhadap
pemerintah dan lembaga perpajakan akan meningkat (Chen Loo dkk., 2009).
Maka dijabarkan:

Hj: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepercayaan publik.
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Keempat, kualitas pelayanan yang baik diyakini dapat meningkatkan
kepercayaan publik. Pelayanan yang profesional dan responsif
mencerminkan kemampuan, integritas, dan benevolence institusi, yang
merupakan komponen utama pembentuk frust menurut (Mayer dkk., 1995).
Oleh karena itu:

H4: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Kepercayaan publik.

Kelima, Kepercayaan publik diprediksi memiliki peran penting dalam
membentuk loyalitas wajib pajak. Kepercayaan menjadi determinan kuat
yang mendorong kepatuhan dan loyalitas dalam konteks perpajakan (Kirchler
dkk., 2008). Maka hipotesis kelima adalah:

Hs: Kepercayaan publik berpengaruh terhadap loyalitas wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian ini menguji hubungan mediasi. Hipotesis keenam
menguji apakah Kepercayaan publik memediasi pengaruh sosialisasi
perpajakan terhadap loyalitas wajib pajak. Sosialisasi yang efektif akan
meningkatkan kepercayaan, dan kepercayaan inilah yang memicu loyalitas.
Dengan demikian:

Hes: Kepercayaan publik memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan

terhadap loyalitas wajib pajak.

Terakhir, kualitas pelayanan yang baik diyakini meningkatkan loyalitas wajib
pajak melalui frust. Ketika pelayanan publik meningkatkan persepsi trust,
loyalitas wajib pajak pun menguat. Oleh sebab itu, dirumuskan:

H7: Kepercayaan publik memediasi pengaruh kualitas pelayanan

terhadap loyalitas wajib pajak.

Dengan demikian, tujuh hipotesis tersebut membentuk struktur pengujian
empiris yang konsisten dengan kerangka berpikir dan teori yang mendasari

penelitian.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif eksplanatori. Penelitian
eksplanatori merupakan pendekatan yang bertujuan menjelaskan hubungan
kausal antarvariabel dalam suatu model teoretik yang telah dirumuskan
sebelumnya melalui pengujian hipotesis secara empiris (Sari et al., 2022).
Pendekatan ini menekankan pada pengujian hubungan sebab—akibat melalui
proses pengumpulan data yang sistematis dan analisis statistik yang terukur
sehingga peneliti dapat menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel
dalam suatu fenomena sosial (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan
kuantitatif juga relevan digunakan ketika penelitian melibatkan konstruk
laten yang bersifat abstrak, seperti sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan,
kepercayaan publik, dan loyalitas wajib pajak (Cendrawinata, 2025).
Konstruk-konstruk tersebut tidak dapat diamati secara langsung, sehingga
memerlukan indikator pengukuran yang valid dan reliabel untuk dapat

dianalisis secara empiris melalui model statistik (Subhaktiyasa, 2024).

Pemilihan tipe penelitian eksplanatori juga dilatarbelakangi oleh karakteristik
fenomena empiris yang diteliti. Dalam tata kelola pelayanan perpajakan
daerah, terdapat dinamika yang kompleks antara efektivitas sosialisasi pajak,
kualitas pelayanan publik, tingkat literasi fiskal wajib pajak, serta tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Hubungan antara
faktor-faktor tersebut bersifat saling memengaruhi dan membentuk pola

kausalitas yang memerlukan pengujian analitis secara sistematis.
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Dalam penelitian administrasi publik dan kebijakan fiskal modern, model
hubungan antarvariabel laten sering dianalisis menggunakan pendekatan
Structural Equation Modeling (SEM) untuk memahami struktur hubungan
sebab-akibat secara lebih komprehensif (Subambang Harsono & Buhari
Imran, 2025). Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode survei sebagai teknik utama pengumpulan data. Survei
merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dari
responden melalui kuesioner terstruktur dan sering digunakan dalam
penelitian sosial untuk mengukur sikap, persepsi, serta perilaku individu
terhadap suatu kebijakan atau pelayanan publik. Metode ini dianggap efektif
karena mampu menjangkau jumlah responden yang besar serta
memungkinkan analisis hubungan antarvariabel secara statistik (Yassin

Allammari et al., 2025).

Dalam penelitian ini, survei digunakan untuk mengumpulkan data persepsi
wajib pajak mengenai sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak
daerah, tingkat kepercayaan terhadap institusi perpajakan, serta loyalitas
wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang
menggunakan skala Likert sehingga memungkinkan peneliti mengukur
variasi persepsi responden secara sistematis dan kuantitatif (Kusumastuti et
al., 2024). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan
pendekatan Partial Least Squares—Structural Equation Modeling (PLS-
SEM). Metode PLS-SEM banyak digunakan dalam penelitian sosial dan
manajemen untuk menguji model hubungan antarvariabel laten yang
kompleks, termasuk model yang melibatkan variabel mediasi atau moderasi
(Sholihin & Ratmono, 2021). Teknik ini memungkinkan peneliti menguji
hubungan struktural antarvariabel sekaligus menguji validitas dan reliabilitas

konstruk yang digunakan dalam penelitian (Putu Gede Subhaktiyasa, 2024).
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Dengan demikian, penggunaan tipe penelitian kuantitatif eksplanatori yang
dikombinasikan dengan metode survei memberikan fondasi metodologis
yang kuat bagi penelitian ini. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti
menguji hubungan kausal antarvariabel secara objektif dan sistematis, serta
menghasilkan temuan empiris yang relevan bagi pengembangan kebijakan

pelayanan perpajakan daerah dan peningkatan loyalitas wajib pajak.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif sebagai data
utama penelitian dan data kualitatif kontekstual sebagai data pendukung.
Kedua jenis data tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh
pemahaman empiris yang lebih utuh mengenai hubungan antara sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kepercayaan publik, dan loyalitas wajib
pajak. Dalam penelitian kuantitatif eksplanatori, data numerik menjadi dasar
utama dalam pengujian hipotesis dan analisis hubungan antarvariabel,
sedangkan informasi kualitatif digunakan untuk memberikan konteks

terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018).

3.2.1 Jenis Data
1. Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk
angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Data
jenis ini memungkinkan peneliti menguji hubungan antarvariabel
secara sistematis melalui model analisis yang terstruktur
(Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh
melalui kuesioner terstruktur yang disusun menggunakan skala
Likert, sehingga memungkinkan pengukuran persepsi responden

terhadap variabel penelitian secara terstandar.
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Instrumen penelitian memuat indikator-indikator dari empat
variabel utama penelitian, yaitu:

a. Sosialisasi Perpajakan

b. Kualitas Pelayanan

c. Kepercayaan Publik

d. Loyalitas Wajib Pajak

Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan kajian teoritis
serta penelitian terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh dari
kuesioner selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis
penelitian melalui Structural Equation Modeling Partial Least
Squares (PLS-SEM). Metode ini memungkinkan peneliti menguji
hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel laten
secara simultan serta mengevaluasi validitas dan reliabilitas

konstruk penelitian (Hair et al., 2021).

. Kualitatif Kontekstual

Selain data kuantitatif, penelitian ini juga memanfaatkan
informasi kualitatif sebagai data kontekstual pendukung. Data ini
tidak digunakan sebagai metode analisis utama, melainkan
berfungsi untuk memperkaya interpretasi terhadap hasil analisis
statistik serta memberikan gambaran mengenai konteks
implementasi pelayanan perpajakan daerah. Informasi kualitatif
tersebut diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber informasi
yang Dberkaitan dengan kebijakan dan praktik pelayanan
perpajakan daerah. Keberadaan data ini membantu menjelaskan
bagaimana sosialisasi perpajakan dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, bagaimana kualitas pelayanan pajak dirancang dan
diimplementasikan, serta bagaimana dinamika kepercayaan
masyarakat terhadap institusi pengelola pajak berkembang di

Kabupaten Tanggamus.
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3.2.2 Sumber Data
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

responden penelitian tanpa melalui perantara (Neuman, 2014).

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui

penyebaran kuesioner kepada wajib pajak daerah di Kabupaten

Tanggamus. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pernyataan yang

menggambarkan:

a. tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sosialisasi
perpajakan,

b. persepsi terhadap kualitas pelayanan pajak daerah,

c. tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengelola
pajak,

d. tingkat loyalitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Responden penelitian dipilih menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu
yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini,
responden merupakan masyarakat yang tergolong wajib pajak
aktif di Kabupaten Tanggamus. Data primer ini menjadi
komponen utama penelitian karena secara langsung
merepresentasikan pengalaman, persepsi, dan sikap wajib pajak

terhadap sistem pelayanan perpajakan daerah.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai
sumber yang telah tersedia sebelumnya dan memiliki relevansi
dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat
analisis penelitian serta memberikan gambaran mengenai konteks
kebijakan dan implementasi pelayanan perpajakan daerah.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
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a. dokumentasi pemerintah daerah, seperti laporan Badan
Pendapatan Daerah, data statistik wajib pajak, serta laporan
kegiatan sosialisasi perpajakan;

b. peraturan dan kebijakan perpajakan daerah, termasuk regulasi
pelayanan publik, transparansi fiskal, serta kebijakan
digitalisasi pelayanan pajak;

c. literatur akademik berupa jurnal nasional dan internasional
yang membahas sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan
publik, kepercayaan publik, dan loyalitas wajib pajak;

d. laporan riset lembaga independen yang berkaitan dengan
tingkat kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan publik,

serta efektivitas sistem perpajakan daerah.

Penggunaan kombinasi data primer dan data sekunder
memungkinkan penelitian ini memperoleh gambaran empiris
yang lebih komprehensif mengenai perilaku wajib pajak di
Kabupaten Tanggamus, sekaligus memperkuat validitas analisis

hubungan antar variabel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam
proses penelitian, karena kualitas data yang dihimpun akan berpengaruh
langsung terhadap ketepatan analisis dan kesimpulan penelitian. Oleh karena
itu, penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang
disesuaikan dengan karakteristik variabel serta kondisi lapangan di

Kabupaten Tanggamus.

1. Kuesioner (Questionnaire)
Kuesioner menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data kuantitatif
terkait sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, Kepercayaan publik,

dan loyalitas wajib pajak. Instrumen ini disusun berdasarkan indikator-
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indikator yang merujuk pada SERVQUAL, dan Integrative Model of
Organizational Trust serta penelitian terdahulu yang telah teruji validitas
dan reliabilitasnya. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin, mulai
dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), sehingga responden
dapat menilai tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan yang
diajukan. Pemilihan skala Likert dilakukan karena mampu menangkap

variasi persepsi wajib pajak secara lebih komprehensif (Mawardi, 2019).

Tabel 9. Nilai Skala Likert

Skala

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju
Sangat Setuju

S
1
2
Netral 3
4
5

Sumber: Mawardi, 2019

Penyebaran kuesioner dilakukan melalui metode penyebaran langsung
(offline) kepada wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak
daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus); dan
Penyebaran daring (online) menggunakan platform digital Google Form
untuk menjangkau wajib pajak di berbagai kecamatan, terutama wilayah

yang cukup jauh dari pusat pelayanan.

. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang
berhubungan dengan topik penelitian dan membantu memberikan
gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pelayanan perpajakan di
Kabupaten Tanggamus. Sumber dokumentasi meliputi:

a. Laporan resmi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Tanggamus, termasuk laporan penerimaan pajak,
program sosialisasi, dan kinerja pelayanan;

b. Statistik wajib pajak dan laporan keuangan daerah;

c. Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah,

standar pelayanan publik, dan tata kelola kepercayaan publik;
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d. Dokumen pelaksanaan sosialisasi perpajakan seperti agenda
kegiatan, modul, publikasi, dan laporan evaluasi program,;
e. Laporan atau hasil survei lembaga independen terkait kualitas

pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil pengolahan data
kuantitatif, memberikan konteks empiris yang lebih luas, serta
mendukung interpretasi temuan penelitian tentang bagaimana sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan, dan Kepercayaan publik terbentuk dalam

ekosistem pelayanan pajak daerah di Kabupaten Tanggamus.

3.4 Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel merupakan tahapan penting dalam penelitian
kuantitatif karena berkaitan langsung dengan representativitas data serta
validitas hasil analisis penelitian. Dalam penelitian survei, populasi merujuk
pada keseluruhan unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu sesuai
dengan fokus penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian elemen dari
populasi yang dipilih secara sistematis untuk mewakili populasi tersebut

(Creswell & Creswell, 2018).

Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, biaya, dan
aksesibilitas peneliti untuk menjangkau seluruh populasi penelitian. Oleh
karena itu, teknik sampling yang tepat diperlukan agar data yang diperoleh
dari sampel tetap mampu merepresentasikan karakteristik populasi secara
memadai dan memungkinkan dilakukan generalisasi hasil penelitian (W
Lawrence Neuman, 2022). Dalam konteks penelitian ini, unit analisis yang
menjadi fokus penelitian adalah wajib pajak daerah yang menerima layanan

perpajakan di Kabupaten Tanggamus.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, penjelasan mengenai populasi dan
sampel dalam penelitian ini akan diuraikan secara bertahap melalui dua
bagian utama, yaitu populasi penelitian dan sampel penelitian, yang

dijelaskan pada subbab berikut.

3.4.1 Populasi

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

Kecamatan Populasi Wajib Pajak
Air Naningan 32.215 5.515
Bandar Negeri Semuong 17.488 2.028
Bulok 25.559 5.252
Cukuh Balak 25.826 5.025
Gisting 44.995 9.974
Gunung Alip 23.796 4.761
Kelumbayan 12.549 2.821
Kelumbayan Barat 14.615 666
Kota Agung 49.317 8.618
Kota Agung Barat 23.120 2.907
Kota Agung Timur 22.761 5.342
Limau 23.201 3.997
Pematang Sawa 18.318 6.356
Pugung 70.961 14.988
Pulau Panggung 43.051 6.987
Semaka 40.702 11.074
Sumberejo 37.229 13.985
Talang Padang 56.477 8.357
Ulubelu 44.819 6.363
Wonosobo 43.368 10.522
Jumlah 670.367 135.538

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Populasi adalah keseluruhan jumlah objek dengan karakteristik
tertentu yang diambil dari baik hasil perhitungan maupun pengukuran
(Usman & Akbar, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 670.367 jiwa, dan
secara spesifik masyarakat wajib pajak PBB-P2 pada Kabupaten
Tanggamus sebanyak 135.538 jiwa dari total penduduk.
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3.4.2 Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling,
yaitu teknik non-probability sampling yang memilih responden
berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan
penelitian (Usman & Akbar, 2017). Dalam konteks penelitian ini,
kriteria responden adalah masyarakat Kabupaten Tanggamus yang
termasuk kategori wajib pajak daerah serta pernah berinteraksi
dengan pelayanan pajak, baik secara langsung maupun melalui
layanan digital pemerintah daerah. Untuk menentukan jumlah sampel
minimal, penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yang umum
digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang besar
dengan mempertimbangkan batas kesalahan (error tolerance). Rumus

Slovin dinyatakan sebagai berikut:
Rumus Slovin:

N
"1 NED

Dengan N = 320 dan tingkat kesalahan (e) 7.5% atau 0.075:

135.538
"= 1+135.538(0.075?)
135.538
™= 1+ 135.538(0.005625)
135.538
T 1+7624
135.538
"= 7634

n~ 177.54 > 178

Peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang
akan disebarkan kepada 178 responden. Secara rinci, jumlah sampel
dari penelitian ini yang dijabarkan secara proporsi berdasarkan
komposisi penduduk perkecamatan akan diuraikan secara lebih lanjut

pada tabel berikut:
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Tabel 3.2 Sampel Penelitian

Kecamatan Populasi Desa Wajib Pajak | % WP | Sampel
Air Naningan 32.215 10 5.515 4,1% 7
Bandar Negeri

Semuong 17.488 11 2.028 1,5% 3
Bulok 25.559 10 5.252 3,9% 7
Cukuh Balak 25.826 20 5.025 3,7% 7
Gisting 44.995 9 9.974 7,4% 13
Gunung Alip 23.796 12 4.761 3,5% 6
Kelumbayan 12.549 8 2.821 2,1% 4
Kelumbayan Barat 14.615 6 666 0,5% 1
Kota Agung 49.317 16 8.618 6,4% 11
Kota Agung Barat 23.120 16 2.907 2,1% 4
Kota Agung Timur 22.761 12 5.342 3,9% 7
Limau 23.201 11 3.997 2,9% 5
Pematang Sawa 18.318 14 6.356 4,7% 8
Pugung 70.961 27 14.988 11,1% 20
Pulau Panggung 43.051 21 6.987 5,2% 9
Semaka 40.702 22 11.074 8,2% 15
Sumberejo 37.229 13 13.985 10,3% 18
Talang Padang 56.477 20 8.357 6,2% 11
Ulubelu 44.819 16 6.363 4,7% 8
Wonosobo 43.368 28 10.522 7,8% 14
Jumlah 670.367 302 135.538 100,0% 178

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Proporsi sampel dalam penelitian ini  disusun  dengan
mempertimbangkan distribusi wajib pajak pada setiap kecamatan di
Kabupaten Tanggamus serta keterwakilan wilayah administrasi desa.
Total sampel penelitian berjumlah 178 responden, yang
didistribusikan secara proporsional ke 20 kecamatan berdasarkan
jumlah wajib pajak pada masing-masing kecamatan. Pendekatan ini
dilakukan untuk memastikan bahwa variasi karakteristik wajib pajak
yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dapat terwakili secara
memadai dalam proses pengumpulan data. Dalam praktik
pengambilan sampel, setiap responden diposisikan sebagai
representasi dari satu desa di kecamatan yang bersangkutan. Dengan
demikian, distribusi responden tidak hanya mempertimbangkan
jumlah wajib pajak, tetapi juga memperhatikan penyebaran desa agar

cakupan wilayah penelitian tetap merata.
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Prinsip ini memungkinkan penelitian menangkap variasi pengalaman
wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, serta
tingkat kepercayaan terhadap institusi pengelola pajak di berbagai
wilayah kecamatan. Sebagian besar kecamatan memiliki alokasi satu
responden untuk setiap desa yang terpilih sebagai sampel, sehingga
responden yang dipilih secara langsung merepresentasikan kondisi
wajib pajak di desa tersebut. Pada beberapa kecamatan dengan
proporsi wajib pajak yang relatif lebih besar, jumlah responden yang
diambil juga menyesuaikan distribusi populasi sehingga terdapat desa

yang diwakili oleh lebih dari satu responden.

Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara
prinsip keterwakilan wilayah dan proporsionalitas jumlah wajib
pajak. Sebagai contoh, pada Kecamatan Gisting yang memiliki
jumlah wajib pajak relatif besar, alokasi sampel terdiri dari 13
responden, yang berasal dari sembilan desa dengan komposisi lima
desa diwakili oleh satu responden dan empat desa lainnya diwakili
oleh dua responden. Pola serupa juga diterapkan pada Kecamatan
Sumberejo, di mana 18 responden diambil dari tiga belas desa dengan
komposisi sepuluh desa diwakili oleh satu responden dan empat desa
lainnya diwakili oleh dua responden. Pendekatan ini bertujuan
menjaga keseimbangan antara cakupan wilayah desa dan representasi

jumlah wajib pajak dalam populasi.

Melalui skema distribusi tersebut, setiap kecamatan tetap memperoleh
keterwakilan wilayah desa dalam pengambilan sampel, sekaligus
mempertahankan proporsi responden yang sejalan dengan distribusi
jumlah wajib pajak di Kabupaten Tanggamus. Dengan demikian,
struktur sampel yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris yang representatif mengenai
persepsi wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan, kualitas
pelayanan pajak daerah, kepercayaan publik, serta loyalitas wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
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3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu
konsep teoretis diubah menjadi indikator yang dapat diukur secara empiris.
Definisi operasional diperlukan untuk memastikan bahwa setiap variabel
dalam penelitian ini dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara konsisten
sesuai standar ilmiah. Pada penelitian ini, definisi operasional dirumuskan
berdasarkan teori utama yang melandasi variabel, yaitu teori SERVQUAL,
serta Integrative Model of Organizational Trust (Mayer et. Al.,1995), serta
beberapa penelitian empiris yang relevan. Variabel yang digunakan
mencakup Sosialisasi Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2),
Kepercayaan publik (M), dan Loyalitas Wajib Pajak (Y). Seluruh variabel
diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju)
hingga 5 (sangat setuju). Definisi operasional ini menjadi dasar dalam
penyusunan instrumen penelitian serta sebagai pedoman dalam proses
analisis data menggunakan Partial Least Squares—Structural Equation

Modeling (PLS-SEM).

Tabel 3.3 Operasional Variabel

Variabel Dimensi Indikator Skala | Sumber
Sosialisasi Pajak Langsung | 1. Pemahaman kewajiban | Likert | Herryanto &
Pajak (X1) pajak langsung (PPh, PBB) | 1-5 Toly (2012)
2. Persepsi manfaat pajak
langsung

3. Pemahaman prosedur
pembayaran pajak langsung

Pajak Tidak | 1. Persepsi keadilan pajak | Likert | Herryanto &
Langsung tidak langsung 1-5 Toly (2012)
2. Kesadaran bahwa pajak
tidak langsung melekat pada
harga barang/jasa

3. Pemahaman mekanisme
pengenaan  pajak  tidak

langsung
Kualitas Tangibles 1. Kenyamanan fasilitas Likert | Parasuraman
Pelayanan (Bukti Fisik) 2. Modernitas  sistem | 1-5 et al., (1988)
(X2) layanan online
3. Kelengkapan sarana
pelayanan
Reliability 1. Ketepatan waktu layanan | Likert | Parasuraman
(Keandalan) 2. Keakuratan informasi 1-5 et al., (1988)

3. Konsistensi pelayanan
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Variabel Dimensi Indikator Skala | Sumber
Responsiveness | 1. Kecepatan petugas Likert | Parasuraman
(Daya Tanggap) | merespons 1-5 etal.,
2. Kemudahan saluran (1988)
komunikasi
3. Kesigapan menangani
keluhan
Assurance 1. Kompetensi petugas Likert | Parasuraman
(Jaminan) 2. Jaminan keamanan 1-5 etal.,
sistem pajak (1988)
3. Rasa percaya terhadap
profesionalitas petugas
Empathy 1. Perhatian dan keramahan | Likert | Parasuraman
(Empati) petugas 1-5 etal.,
2. Perlakuan adil (1988)
3. Pendekatan personal
dalam pelayanan
Accessibility 1. Kemudahan akses Likert | Parasuraman
(Aksesibilitas) layanan online/offline 1-5 etal.,
2. Kesesuaian lokasi & jam (1988)
layanan
3. Kemudahan memperoleh
informasi
Company 1. Penyediaan Likert | Parasuraman
Support edukasi/peraturan pajak 1-5 etal.,
(Dukungan 2. Layanan konsultasi (1988)
Kepatuhan) perpajakan
3. Dukungan teknis selama
proses pelaporan
Kepercayaan Confidence 1. Keyakinan bahwa sistem | Likert | Choudhory
publik (M) (Keyakinan) perpajakan berjalan baik 1-5 (2008)
2. Kenyamanan dalam
membayar pajak
3. Keyakinan bahwa pajak
dikelola profesional
Reliability 1. Persepsi keadilan sistem | Likert | Choudhory
(Keandalan pajak 1-5 (2008)
Sistem) 2. Konsistensi kebijakan
perpajakan
3. Pemenuhan standar
layanan publik
Trustworthiness | 1. Kepercayaan bahwa Likert | Choudhory
(Kredibilitas) pajak digunakan untuk 1-5 (2008)
publik
2. Persepsi transparansi
pengelolaan pajak
3. Keyakinan tidak ada
penyalahgunaan pajak
Loyalitas Loyalitas 1. Pemahaman pentingnya Likert | Herry &
Pembayaran Kognitif membayar pajak 1-5 Khaerul
Pajak (Y) 2. Kesadaran manfaat pajak (2013)
3. Keyakinan bahwa pajak
adalah kewajiban negara
Loyalitas 1. Niat membayar pajak Likert | Herry &
Afektif tepat waktu 1-5 Khaerul
2. Komitmen kepatuhan (2013)

pajak
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Variabel Dimensi Indikator Skala | Sumber

3. Sikap positif terhadap
kewajiban pajak

Loyalitas 1. Tekad membayar pajak Likert | Herry &
Konatif secara teratur 1-5 Khaerul
2. Rencana menjaga (2013)

kepatuhan masa depan
3. Kesiapan mematuhi
aturan meski berubah

Loyalitas 1. Konsistensi membayar Likert | Herry &
Tindakan pajak tanpa paksaan 1-5 Khaerul
2. Membayar pajak meski (2013)

kondisi ekonomi sulit
3. Kedisiplinan dalam
pelaporan pajak

Sumber: Diolah peneliti, 2025.

Uji Instrumen

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan serangkaian pengujian
instrumen yang bertujuan untuk memastikan kelayakan, ketepatan, dan
konsistensi alat ukur yang digunakan dalam mendukung proses pengumpulan
data, khususnya pada penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai
instrumen utama. Instrumen penelitian yang disusun secara sistematis dan
diuji secara empiris akan menghasilkan data yang berkualitas, sehingga
memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat dan mencerminkan
kondisi empiris yang sesungguhnya (Hardani et al., 2020). Oleh karena itu,
untuk memperoleh data yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, pengujian instrumen penelitian harus memenuhi kriteria validitas dan
reliabilitas sebagai prasyarat utama dalam penelitian kuantitatif (Ghozali,

2021; Sugiyono, 2022).

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2020), uji validitas merupakan prosedur statistik
yang digunakan untuk menilai tingkat kesahihan suatu instrumen
penelitian, khususnya kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid
apabila butir-butir pertanyaan yang disusun mampu secara tepat

mengungkap konstruk atau variabel yang hendak diukur.
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Dengan demikian, uji validitas berfungsi untuk memastikan bahwa
setiap item instrumen memiliki keterkaitan yang kuat dan relevan
dengan konsep teoritis yang menjadi fokus pengukuran. Tujuan utama
pelaksanaan uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian
antara data empiris yang diperoleh dari objek penelitian dengan data
yang dihasilkan melalui instrumen yang digunakan oleh peneliti.
Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan validitas

kuesioner adalah sebagai berikut:

1) Instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi hasil
perhitungan (rhitung) lebih besar daripada nilai rabel (Thitung > Ttabel);
dan

2) Instrumen dinyatakan tidak valid apabila nilai rhiung lebih kecil

daripada rabel (Thitung < Ttabel).

Nilai rwber ditentukan berdasarkan derajat kebebasan (degree of
freedom/df) dengan rumus df = n — 2. Dalam penelitian ini, pengujian
validitas dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi
29.0 terhadap setiap butir pernyataan pada variabel sosialisasi
perpajakan (Xi), kualitas pelayanan (X:), kepercayaan publik (M),
dan loyalitas wajib pajak (Y). Uji validitas dilakukan terhadap 30
responden dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, sehingga

diperoleh df = 30 — 2 = 28 dan nilai riwbel sebesar 0,374.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas instrumen dilakukan
dengan menggunakan dua metode, yaitu Cronbach’s Alpha dan
Composite Reliability untuk setiap variabel penelitian. Sebagaimana
dikemukakan oleh Heale dan Twycross (2015), instrumen kuesioner
dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach s Alpha yang diperoleh lebih
besar dari 0,60. Sementara itu, Ghozali dan Latan (2020) menyatakan
bahwa nilai Composite Reliability dapat dianggap reliabel apabila
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lebih besar dari 0,70. Pengukuran reliabilitas kuesioner dapat dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut:
B kr
CTiv k-1
Rumus Uji Reliabilitas

Keterangan:
e a= koefisien reliabilitas
e k=jumlah item/variabel bebas dalam instrumen

e 7=rata-rata korelasi antar item

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan
membandingkan nilai Cronbachs Alpha yang diperoleh terhadap

batas minimum sebesar 0,70 sesuai pedoman Ghozali (2020).

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, dilakukan analisis data. Analisis data
dilakukan dengan pengelompokan data berdasarkan variabel dan responden,
data ditabulasi berdasarkan variabel dari seluruh responden, data setiap
variabel disajikan, dilakukan perhitungan untuk memberi jawaban pada
rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk pengujian hipotesis yang
diajukan. Adapun pengolahan data menggunakan software Smart PLS
(Ghozali, 2016) Berikut disajikan gambar model Uji SEM PLS.

Loyalitas afektif
Loyalitas kognitif

>

Loyalitas Konatif

Loyalitas Pembayaran
Loyalitas Tindakan

Gambar 3.1 Model SEM PLS Penelitian
Sumber: Diolah peneliti, 2025.
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Lebih mengkhusus, penelitian ini menggunakan metode Structural Equation

Modeling berbasis varian yaitu Partial Least Square (PLS). Dasar asumsi

yang tidak banyak menyebabkan PLS menjadi metode analisis yang sangat

kuat. PLS tidak hanya digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat

juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel

laten. Uji analisis PLS melibatkan dua evaluasi yaitu outer dan inner model

(Ghozali, 2016).

1) Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Penilaian validitas dan reliabilitas model diukur melalui outer model. Uji

validitas terkait pemastian kemampuan instrumen penelitian mengukur

suatu objek, sedangkan uji reliabilitas berfungsi mengukur konsistensi

alat ukur dalam mengukur suatu konsep dan mengukur konsistensi

responden dalam menjawab instrumen penelitian. Penjelasan terperinci

dari komponen model pengukuran yakni sebagai berikut:

a)

b)

c)

Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Pengukuran besaran korelasi antara konstruk dan variabel laten
dilakukan melalui convergent validity. Pengujian validitas konvergen
dapat dilihat dari loading factor untuk masing-masing indikator
konstruk. Nilai ideal loading factor > 0,7 yang menunjukkan
kevalidan indikator untuk mengukur konstruk yang terbentuk.
Loading factor > 0,5 masih bisa ditolerir pada penelitian empiris.
Persentase konstruk yang dapat menjelaskan variasi indikator
ditunjukkan dengan nilai ini.

Validitas Diskriminan (Dicriminant Validity)

Cross loading antara indikator dengan konstruknya memperlihatkan
discriminant validity indikator. Apabila korelasi konstruk dengan
indikatornya lebih tinggi daripada korelasi indikator dengan konstruk
lain, maka konstruk laten memperkirakan indikator pada blok mereka
lebih baik dibandingkan indikator blok lain. Validitas diskriminan
diuji dengan indikator reflektif dengan memandang nilai cross
loading setiap variabel harus > 0,7.

Composite Reliability
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Cronbachs Alpha dan Composite Reliability merupakan cara
pengukuran reliabilitas suatu konstruk dengan item refleksif.
Pengujian reliabilitas konstruk melalui  Cronbach’s Alpha
menyuguhkan nilai lebih rendah sehingga lebih disarankan
penggunaan Composite Reliability. Rule of thumb nilai composite
reliability harus lebih tinggi dari 0,7 walaupun nilai 0,6 masih dapat

di tolerir.

2) Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Gambaran hubungan antar variabel laten berdasarkan teori subtantif

diperoleh dari inner model. Berikut diuraikan komponen pengevaluasian

model struktural dalam PLS.

a)

b)

R-Square (R?)

Penilaian model struktural terlebih dahulu dilakukan dengan
penilaian R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai
kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Square
dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen
tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai
pengaruh yang substantive. Nilai R-Square 0,75 (model kuat) 0,50
(moderat) dan 0,25 (Ilemah).

Predictive Relevance (Q2)

Evaluasi model PLS juga dapat dilakukan dengan Q-square. Q-
square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh
model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q2 > 0 memperlihatkan
model mempunyai predictive relevance, ataupun sebaliknya. Lebih
mengkhusus nilai Q2 sebesar 0,02 (model lemah), 0,15 (moderat),
dan 0,35 (kuat).

Goodness of Fit (GoF)

Tenenhaus et al. (2005) mengembangkan Goodness of Fit pada Tahun
2004. Goodness of Fit (GoF) dipergunakan dalam mengevaluasi
model pengukuran dan model struktural serta menunjukkan secara

keseluruhan tingkat kelayakan model. Kriteria nilai GoF adalah 0,10
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(GoF small), 0,25 (GoF medium) dan 0,36 (GoF large). Nilai

Goodness of Fit dapat dicari dengan rumus berikut:
GoF =VAVE x R?

Keterangan:

GoF = Goodness of Fit
AVE = Rata-rata AVE
R? = Rata-rata R

3) Pengujian Hipotesis
Secara umum PLS digunakan pada pendekatan metode explanatory
research, karena melibatkan pengujian hipotesis. Menguji hipotesis dapat
dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Berikut dijabarkan

pengujian hipotesis.

a. Uji Hipotesis (Bootstraping)
Prosedur bootstrapping dilakukan untuk menilai signifikansi
pengaruh antar variabel. Seluruh sampel asli digunakan untuk
melakukan re-sampling kembali pada prosedur bootstrap. Number of
bootstrap samples sebesar 5.000 disarankan dengan notasi sampel
asli lebih kecil dari jumlah tersebut, namun number of bootstrap
samples sebesar 200-1000 dikatakan sudah cukup oleh beberapa
literatur untuk mengoreksi standar error estimate PLS. Pada metode
re-sampling bootstrap, nilai signifikansi yang dipergunakan (one-
tailed) t-value 1,28 (tingkat signifikansi 10%); 1,65 (tingkat
signifikansi 5%); dan 2,33 (tingkat signifikansi 1%). Penelitian ini
mempergunakan tingkat signifikansi 5% sehingga t-value yang
digunakan adalah 1,65.

b. Analisis SEM dengan Efek Mediasi
Prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny digunakan
dalam pengujian efek mediasi pada analisis PLS dengan tahapan

berikut:
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1) Model pertama, pengujian dampak variabel bebas pada
variabel terikat dengan signifikansi pada t-statistik >1,65.

2) Model kedua, menguji dampak variabel bebas pada variabel
mediasi dengan signifikansi pada t-statistik >1,65.

3) Model ketiga, menguji secara simultan dampak variabel bebas

dan mediasi pada variabel terikat.

Apabila pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak signifikan
sedangkan pengaruh variabel mediasi terhadap wvariabel terikat
signifikan pada t-statistik >1,65, maka terbukti variabel mediasi

memediasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak dan
kualitas pelayanan pajak terhadap loyalitas wajib pajak dengan kepercayaan
publik sebagai variabel mediasi pada masyarakat Kabupaten Tanggamus.
Berdasarkan hasil pengujian model, analisis statistik, serta interpretasi distribusi
spasial variabel penelitian pada Bab 1V, diperoleh beberapa kesimpulan utama

yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak merupakan faktor penting dalam membentuk loyalitas
wajib pajak di Kabupaten Tanggamus. Hasil analisis menunjukkan bahwa
tingkat sosialisasi pajak di wilayah penelitian memiliki variasi yang cukup
signifikan antar kecamatan dengan rentang nilai 43,33 hingga 93,33.
Kecamatan Kelumbayan Barat tercatat sebagai wilayah dengan tingkat
sosialisasi tertinggi (93,33), diikuti oleh Kotaagung Barat (91,67), yang
menunjukkan intensitas penyampaian informasi perpajakan yang relatif
kuat di wilayah tersebut. Sebaliknya, kecamatan Bandar Negeri Semuong
menunjukkan tingkat sosialisasi terendah (43,33), yang mengindikasikan
masih terbatasnya penyebaran informasi perpajakan di wilayah tersebut.
Temuan ini menegaskan bahwa kualitas dan intensitas sosialisasi
perpajakan berperan dalam membangun pemahaman serta kesadaran

masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

185



186

2. Kualitas pelayanan pajak terbukti menjadi determinan penting dalam
memperkuat loyalitas wajib pajak. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan pajak di Kabupaten Tanggamus berada pada rentang nilai
49,52 hingga 94,52. Kecamatan Kotaagung Barat (94,52) dan Kelumbayan
Barat (93,33) menunjukkan kualitas pelayanan yang sangat baik, yang
mencerminkan adanya pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan
mudah diakses oleh masyarakat. Sebaliknya, kecamatan Bandar Negeri
Semuong (49,52) menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang relatif
rendah dibandingkan wilayah lain. Temuan ini menunjukkan bahwa
peningkatan kualitas pelayanan perpajakan menjadi faktor strategis dalam
membangun persepsi positif masyarakat terhadap institusi perpajakan.

3. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak berperan
sebagai mekanisme mediasi yang memperkuat hubungan antara sosialisasi,
pelayanan pajak, dan loyalitas wajib pajak. Distribusi nilai kepercayaan
publik menunjukkan rentang 51,11 hingga 88,44, dengan kecamatan Limau
(88,44) dan Kelumbayan (85,00) sebagai wilayah dengan tingkat
kepercayaan tertinggi. Sementara itu, kecamatan Bandar Negeri Semuong
(51,11) menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan serta
pengalaman pelayanan yang diterima masyarakat.

4. Loyalitas wajib pajak sebagai variabel utama dalam penelitian ini
menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Hasil pemetaan
menunjukkan bahwa tingkat loyalitas wajib pajak berada pada rentang
50,56 hingga 96,67. Kecamatan Kelumbayan Barat menunjukkan tingkat
loyalitas tertinggi dengan nilai 96,67, yang mencerminkan tingkat
kesadaran dan komitmen masyarakat yang sangat tinggi dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kecamatan Bandar Negeri Semuong
(50,56) menunjukkan tingkat loyalitas terendah. Temuan ini
memperlihatkan bahwa loyalitas wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor individual, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara masyarakat dan

pemerintah dalam sistem pelayanan perpajakan.
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5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas wajib pajak di Kabupaten
Tanggamus terbentuk melalui interaksi antara tiga dimensi utama, yaitu
komunikasi kebijakan (sosialisasi pajak), kualitas layanan institusional
(pelayanan perpajakan), dan legitimasi institusional (kepercayaan publik).
Ketiga dimensi tersebut bekerja secara simultan dalam membentuk perilaku
kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Selain itu, hasil analisis spasial
menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kinerja perpajakan antar
kecamatan, yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan
perpajakan di tingkat daerah masih memerlukan strategi pemerataan dalam
hal sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

6. Temuan analisis SmartPLS menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus
merupakan faktor paling dominan dalam membentuk loyalitas wajib pajak
di Kabupaten Tanggamus. Hasil uji bootstrapping memperlihatkan bahwa
pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembayaran pajak memiliki
koefisien paling besar (B = 0.649; p < 0.001), diikuti oleh pengaruh kualitas
pelayanan terhadap kepercayaan publik (f = 0.646; p <0.001). Kepercayaan
publik sendiri terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap loyalitas
pembayaran pajak (B = 0.246; p = 0.006). Sementara itu, sosialisasi
perpajakan hanya berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik (B =
0.210; p = 0.043), tetapi tidak menunjukkan pengaruh langsung yang
signifikan terhadap loyalitas pembayaran pajak (B = 0.070; p = 0.191).
Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas wajib pajak di Kabupaten
Tanggamus lebih banyak dibentuk melalui pengalaman layanan publik yang
dirasakan secara langsung oleh masyarakat dibandingkan melalui kegiatan
sosialisasi semata.

7. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini merumuskan Model INDRA
sebagai model sosialisasi pajak daerah berbasis kepercayaan publik. Model
ini terdiri dari lima unsur utama, yaitu Informasi, Nilai Manfaat, Data
Terbuka, Respons Aduan, dan Akuntabilitas. Model INDRA dikembangkan
sebagai temuan bahwa sosialisasi pajak tidak memengaruhi loyalitas wajib

pajak secara langsung, tetapi melalui pembentukan kepercayaan publik.
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Dengan demikian, sosialisasi pajak daerah perlu digeser dari pendekatan
administratif menuju pendekatan yang lebih relasional, transparan,

responsif, dan berbasis manfaat layanan dasar masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan loyalitas
wajib pajak di tingkat daerah tidak hanya bergantung pada mekanisme
administratif perpajakan, tetapi juga pada kualitas hubungan antara pemerintah
dan masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang transparan,

responsif, dan terpercaya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis empiris dan pemetaan distribusi variabel penelitian
pada Bab IV, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan
oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda), adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Strategi Sosialisasi Pajak Berbasis Wilayah Prioritas
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi pajak di
Kabupaten Tanggamus masih menunjukkan ketimpangan antar
kecamatan, dengan rentang nilai 43,33 hingga 93,33. Kecamatan Bandar
Negeri Semuong dan beberapa wilayah lain berada pada kategori
sosialisasi yang relatif rendah dibandingkan kecamatan seperti
Kelumbayan Barat dan Kotaagung Barat yang memiliki tingkat sosialisasi
lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi
perpajakan masih belum terdistribusi secara merata. Oleh karena itu,
Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Bapenda perlu menerapkan
strategi sosialisasi pajak berbasis wilayah prioritas, dengan fokus pada
kecamatan yang memiliki nilai sosialisasi rendah. Program sosialisasi
dapat dilakukan melalui pendekatan multi-channel, seperti penyuluhan
langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media digital, kolaborasi
dengan pemerintah kecamatan dan pekon, serta integrasi program edukasi

pajak dalam kegiatan pelayanan publik daerah. Pendekatan ini diharapkan
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mampu memperluas jangkauan informasi perpajakan sekaligus
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai

sumber pembiayaan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak melalui Reformasi Pelayanan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki
rentang nilai 49,52 hingga 94,52, dengan kecamatan Kotaagung Barat dan
Kelumbayan Barat menunjukkan kualitas pelayanan tertinggi. Sebaliknya,
beberapa wilayah seperti Bandar Negeri Semuong masih menunjukkan
kualitas pelayanan yang relatif rendah. Oleh karena itu, Bapenda
Kabupaten Tanggamus perlu memperkuat reformasi pelayanan publik di
sektor perpajakan melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan
kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelayanan pajak daerah. Pengembangan layanan perpajakan digital,
penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan transparansi
informasi perpajakan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan
pengalaman pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan meningkatnya
kualitas pelayanan perpajakan, diharapkan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi perpajakan dapat semakin meningkat dan berdampak

pada peningkatan kepatuhan pajak daerah.

3. Penguatan Kepercayaan melalui Transparansi Pengelolaan
Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik
terhadap pengelolaan pajak daerah berada pada rentang 51,11 hingga
88,44, dengan kecamatan Limau dan Kelumbayan menunjukkan tingkat
kepercayaan yang relatif tinggi. Namun demikian, beberapa wilayah
masih menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih rendah. Untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan
daerah, pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Salah satu langkah yang
dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi publik

mengenai pemanfaatan pajak daerah untuk pembangunan, misalnya
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melalui publikasi program pembangunan yang didanai oleh pajak daerah,
penyampaian laporan penggunaan pajak kepada masyarakat, serta
penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Pendekatan ini diharapkan
mampu memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat

serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

. Kebijakan Peningkatan Loyalitas Wajib Pajak Berbasis Data Spasial
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa loyalitas wajib pajak di Kabupaten
Tanggamus berada pada rentang 50,56 hingga 96,67, dengan kecamatan
Kelumbayan Barat menunjukkan tingkat loyalitas tertinggi, sementara
kecamatan Bandar Negeri Semuong menunjukkan tingkat loyalitas yang
relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas wajib pajak
memiliki karakteristik yang berbeda antar wilayah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi peningkatan loyalitas
wajib pajak berbasis data spasial, dengan memanfaatkan hasil pemetaan
wilayah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah.
Melalui pendekatan ini, program peningkatan kepatuhan pajak dapat
dirancang secara lebih terarah, misalnya dengan mengidentifikasi wilayah
yang membutuhkan intensifikasi sosialisasi, peningkatan pelayanan, atau

intervensi kebijakan lainnya.

. Pengembangan Sistem Monitoring Pajak Berbasis Wilayah

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemerintah Kabupaten
Tanggamus perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi
kepatuhan pajak berbasis wilayah yang terintegrasi dengan sistem
informasi perpajakan daerah. Sistem ini dapat memanfaatkan data spasial
untuk memantau perkembangan tingkat kepatuhan pajak pada setiap
kecamatan secara periodik. Dengan adanya sistem monitoring berbasis
wilayah tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi kebijakan
secara lebih akurat serta merumuskan strategi peningkatan penerimaan

pajak daerah secara lebih efektif dan berbasis bukti (evidence-based
policy).
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6. Implementasi Model INDRA sebagai Strategi Sosialisasi Pajak
Daerah Berbasis Kepercayaan Publik
Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya Bapenda, perlu
mengembangkan Model INDRA sebagai kerangka operasional dalam
sosialisasi pajak daerah. Model ini dapat dijalankan melalui penyampaian
informasi pajak yang sederhana, penjelasan nilai manfaat pajak bagi
layanan dasar, pembukaan data penerimaan dan pemanfaatan pajak,
penyediaan kanal aduan yang responsif, serta penguatan akuntabilitas
pengelolaan pajak daerah. Implementasi Model INDRA perlu
diintegrasikan dengan pelayanan pajak, pemanfaatan pajak untuk layanan
dasar, serta strategi berbasis wilayah agar mampu meningkatkan

kepercayaan publik dan loyalitas wajib pajak secara berkelanjutan.

7. Integrasi Model INDRA ke dalam Peraturan Bupati Tanggamus
Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu mempertimbangkan integrasi
Model INDRA ke dalam regulasi teknis daerah, khususnya melalui
penyusunan atau penyesuaian Peraturan Bupati Tanggamus yang
mengatur strategi sosialisasi, pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas
pajak daerah. Integrasi ini penting agar Model INDRA tidak hanya
berhenti sebagai rekomendasi akademik, tetapi dapat menjadi kerangka
kebijakan operasional yang memiliki dasar pelaksanaan yang lebih jelas
bagi perangkat daerah, terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tanggamus.

Peraturan Bupati tersebut dapat memuat pengaturan mengenai
penyampaian informasi perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami,
penjelasan nilai manfaat pajak bagi layanan dasar masyarakat,
keterbukaan data target dan realisasi pajak daerah, penyediaan kanal
respons aduan wajib pajak, serta mekanisme akuntabilitas pengelolaan
pajak daerah. Selain itu, regulasi ini juga dapat mengatur peran kecamatan,
pekon, dan perangkat daerah terkait dalam mendukung sosialisasi pajak

berbasis wilayah prioritas.
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Dengan memasukkan Model INDRA ke dalam Peraturan Bupati,
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat memiliki pedoman yang lebih
terstruktur dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas
pelayanan perpajakan, serta memperkuat loyalitas wajib pajak secara
berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan
sistem monitoring dan evaluasi kebijakan pajak daerah berbasis data,
sehingga strategi peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga berbasis bukti, transparan, responsif, dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanggamus.

5.3 Kebaruan Penelitian: Model INDRA sebagai Model Sosialisasi Pajak
Daerah Berbasis Kepercayaan Publik

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Model INDRA sebagai
model sosialisasi pajak daerah berbasis kepercayaan publik. Model ini
dikembangkan dari temuan bahwa sosialisasi pajak tidak memberikan
pengaruh langsung yang signifikan terhadap loyalitas pembayaran pajak,
tetapi bekerja melalui pembentukan kepercayaan publik. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel secara
statistik, tetapi juga merumuskan model operasional yang dapat digunakan
pemerintah daerah untuk memperkuat loyalitas wajib pajak melalui

pendekatan yang lebih transparan, responsif, dan berbasis manfaat.

Model INDRA terdiri dari lima unsur utama, yaitu Informasi, Nilai Manfaat,
Data Terbuka, Respons Aduan, dan Akuntabilitas. Informasi menekankan
pentingnya penyampaian pengetahuan pajak secara jelas dan mudah
dipahami. Nilai Manfaat menghubungkan pajak yang dibayar masyarakat
dengan layanan dasar yang mereka rasakan. Data Terbuka menegaskan
perlunya keterbukaan informasi mengenai target, realisasi, dan pemanfaatan
pajak daerah. Respons Aduan menyediakan ruang bagi wajib pajak untuk

menyampaikan keluhan dan memperoleh tindak lanjut.
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Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memungut
pajak, tetapi menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya
kepada masyarakat. Secara teoritis, Model INDRA memperluas cara
memahami sosialisasi pajak daerah. Sosialisasi pajak tidak lagi diposisikan
sebagai kegiatan administratif untuk menyampaikan kewajiban, prosedur,
jatuh tempo, atau sanksi semata. Dalam model ini, sosialisasi pajak
ditempatkan sebagai instrumen pembentukan kepercayaan publik. Artinya,
keberhasilan sosialisasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemerintah
menyampaikan informasi, tetapi dari seberapa jauh informasi tersebut mampu
membangun keyakinan masyarakat bahwa pajak dikelola secara terbuka,

bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara empiris, Model INDRA menjawab kekhasan Kabupaten Tanggamus
sebagai daerah dengan karakter wilayah yang luas, sebaran kecamatan yang
beragam, serta struktur ekonomi yang berbeda dari daerah dengan kapasitas
fiskal kuat. Tanggamus tidak dapat sepenuhnya meniru daerah yang memiliki
basis pajak besar karena ditopang oleh pariwisata internasional, kawasan
industri, bandara, jasa, atau aktivitas ekonomi metropolitan. Oleh karena itu,
strategi optimalisasi pajak daerah di Tanggamus perlu diarahkan pada
penguatan basis yang paling mungkin dikembangkan, yaitu kepatuhan

massal, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, dan loyalitas wajib pajak.

Secara kebijakan, Model INDRA memberikan kerangka praktis bagi
Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya Bapenda, dalam memperbaiki
strategi sosialisasi pajak daerah. Model ini dapat diterapkan melalui
sosialisasi berbasis wilayah prioritas, layanan pajak keliling, pelibatan
aparatur pekon dan tokoh masyarakat, penyampaian informasi pajak melalui
kanal digital sederhana, pembukaan data pemanfaatan pajak, serta penyediaan
kanal pengaduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Dengan cara ini,
sosialisasi pajak tidak hanya menjadi agenda penyuluhan, tetapi menjadi

bagian dari tata kelola pelayanan pajak daerah.
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Kebaruan lain dari Model INDRA terletak pada keterhubungannya dengan
layanan dasar masyarakat. Pajak daerah perlu dijelaskan bukan hanya sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah, tetapi sebagai kontribusi warga yang
kembali dalam bentuk layanan publik. PBB-P2 dapat dikaitkan dengan
perbaikan lingkungan permukiman, drainase, dan penerangan jalan. PBJT
dapat dikaitkan dengan kebersihan kawasan usaha, pengawasan pangan,
parkir, dan ketertiban. Pajak reklame, air tanah, MBLB, walet, serta opsen
kendaraan dapat dikaitkan dengan penataan ruang, konservasi lingkungan,
perbaikan jalan, dan keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, Model
INDRA membantu mengubah narasi pajak dari “kewajiban membayar”

menjadi “kontribusi yang manfaatnya dapat dilihat dan diawasi.”

Model INDRA juga memperkuat dimensi moral dalam perpajakan daerah.
Loyalitas wajib pajak tidak cukup dibangun dengan aturan, sanksi, atau
imbauan administratif. Loyalitas membutuhkan rasa percaya bahwa
pemerintah daerah jujur, responsif, dan konsisten dalam mengelola pajak.
Pada saat yang sama, wajib pajak juga perlu memahami bahwa pajak yang
telah dipungut dari masyarakat, terutama dalam jenis pajak tertentu seperti
PBIJT, harus disetorkan secara benar kepada daerah. Dalam kerangka ini,
Model INDRA menempatkan kepercayaan publik dan moral pajak sebagai

dua sisi yang saling terkait.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan hanya pada
pembuktian bahwa kepercayaan publik memediasi hubungan antara
sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan loyalitas wajib pajak. Kontribusi
utama penelitian ini adalah perumusan Model INDRA sebagai model
sosialisasi pajak daerah yang mengubah pendekatan perpajakan dari
administratif menuju relasional. Melalui Informasi, Nilai Manfaat, Data
Terbuka, Respons Aduan, dan Akuntabilitas, Model INDRA menawarkan
kerangka penguatan pajak daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan
Kabupaten Tanggamus: membangun kepercayaan, memperbaiki pelayanan,
membuka manfaat, dan mendorong loyalitas wajib pajak secara lebih

berkelanjutan.
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